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PELAKSANAAN TUGAS DINAS PERHUBUNGAN
DALAM PENERAPAN STANDARD PELAYANAN PELABUHAN
ANGKUTAN PENYEBERANGAN RORO JAGOH DI KECAMATAN
SINGKEP BARAT KABUPATEN LINGGA

ABSTRAK

NOVRIZAL
NIM : 177322062

Salah satu aspek yang sangat penting dalam melaksanakan fungsi
Pemerintahan adalah melayani masyarakat dari berbagai aktivitasnya dan untuk
itulah maka Pemerintah membentuk sistem administrasi dan birokrasi dari
Pemerintah tingkat yang tertinggi sampai ketingkat Pemerintahan yang terendah
agar dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal bagi seluruh masyarakat
dalam fungsi pelayanan masyarakat atau Public service.Berdasarkan Peraturan
Pemerintah R1 N0.69 Tahun 2001 mengatur tentang pelabuhan dan fungsi serta
penyelengaraannya, dimana Pelabuhan Jagoh merupakan satu-satunya pelabuhan
penyeberangan kapal Roro yang ada di Pulau Singkep, maka peneliti tertarik
untuk meneliti dengan tujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas Dinas
Perhubungan Dalam Pelayanan Pelabuhan Angkutan Penyebrangan Roro Jagon
Di Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga dan mengetahui kendala-kendala
Pelaksanaan Tugas Dinas/Perhubungan Dalam, Pelayanan Pelabuhan Angkutan
Penyebrangan Roro Jagoh Di Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga.
Penelitian ini" berbentuk penelitian lapangan dengan cara survey olahan
wawancara secara dengan metode Kualitatif, mengingat jumlah Informan yang
tidak terlalu banyak maka peneliti berupaya menemui sumber Informan dari
Informan Kunci. berdasasarkan Informan yang dijelaskan pada penelitian maka
peneliti memperoleh data hasil dari merumuskan wawancara dengan sifat terbuka
dan wawancara mendalam untuk memperolehuinformasi yang lebih akurat. Untuk
menganalisa data, dalam hal ini data.yang telah terkumpul dikelompokkan
menurut jenis data masing-masing kemudian disajikan dalam bentuk narasi
wawancara dan observasi tersebut dianalisa secara Kualitatif berupa deskriptif
dalam bentuk penggambaran-penggambaran yang terjadi dilapangan , yakni, dari
hasil pembahasan yang telah dilakukan maka penulis merekap kesimpulan dari
enam indikator yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Kondisional, Partisipatif,
Kesamaan hak. Keseimbangan hak, yang mana tiga indikator yaitu Transparansi,
Akuntabilitas, dan Kondisional ini lebih menonjol dalam mereka memberi
pelayanan namum dalam menjalankan tugasnya Dinas Perhubungan tetap
memgalami hambatan dalam memberikan pelayanan.

Kata kunci : Pelaksanaan, Tugas, Pelayanan, Dinas Perhubungan



IMPLEMENTATION OF RELATIONSHIP DUTIES
IN THE IMPLEMENTATION OF THE RORO JAGOH TRANSPORT PORT
TRANSPORT SERVICES IN SINGKEP BARAT DISTRICT, LINGGA
REGENCY

ABSTRACT

NOVRIZAL
NIM: £77322062

One very important aspect in carrying out Government functions is serving the
community from various activities and for this reason the Government established
an administrative and bureaucratic system from the highest level of Government
to the lowest level of Government in order to be able to provide more optimal
services for all people in the community service function. or Public service Based
on the Republic of Indonesia Government Regulation No.69 Year 2001 regulating
the port and .its functions and implementation, where Jagoh Port is the only
RORO crossing port on the.Singkep Island;: researchers are interested in
researching with the aim to know the Implementation of the Duties of the
Transportation Service in Roro Jagon Crossing Port Service in Singkep Barat
District of Lingga Regency and know the constraints of the Implementation of the
Duties of the Transportation-Service\ in=Roro~Jagon Crossing Port Service in
Singkep Barat Subdistrict, Lingga Regency. This research is in the form of field
research by means of a processed interview survey with a qualitative method,
given the number of informants that are not too many, the researchers sought to
find sources of informants from key informants. Based on the informants
described in the study, the researchers obtained.data from the results of
formulating interviews with open nature and. in-depth interviews to obtain more
accurate information. To analyze the data,.in this case the data that has been
collected is grouped according to'the type of each data then presented in the form
of interview narratives presented in the form of interview narratives, and
observations are analyzed qualitatively in the form of descriptive in the form of
depictions that occur in the field, that is from the results of discussions that have
been carried out then The writer recaps the conclusions of the six indicators
namely Transparency, Accountability, Conditional, Participatory, Equality of
Rights. The balance of rights and obligations in which the three indicators namely
Transparency, Accountability and Conditional are more prominent in providing
services, but in carrying out their duties the Department of Transportation
continues to experience obstacles in providing services.

Keywords: Implementation, Duties, Services, Transportation Department
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PENDAHULUAN

segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia; (2) Memajukan
kesejahteraan umum; (3) Mencerdaskan kehidupan bangsa; (4) Dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi

dan keadilan sosial.

! UU Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
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Kemudian untuk mencapai tujuan Negara tersebut, Bedasarkan Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatakan

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah

Pemerinta ac ele " ; asnya dan untuk

itulah ma 3 : ~ dan birokrasi dari
Pemerintah
agar dapat memberi elay: ] - : eluruh masyarakat
dalam fungsi pelayal i ce arena itu secara

jelas diketa : i 3 ; enyelenggarakan

Dalam menyelenggarakan pemerintah di negara Republik Indonesia,
untuk mempermudahkanya maka Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
di bagi dalam daerah besar dan kecil. Daerah besar dan kecil yang dimaksud
daerah besar adalah pemerintahan provinsi sementara daerah kecil adalah

pemerintahan kota dan Kabupaten, dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014

2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 2 ayat 1
% Ibid. ayat 2



tentang pemerintahan daerah dikatakan bahwa susunan pemerintahan daerah
terdiri dari provinsi dan dalam wilayah provinsi terdapat Kabupaten atau Kota.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan
Daerah bahwa yang dimaksud.dengan Pemerintah Daerah.adalah kepala daerah
sebagai_unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan.daerah otonom.

Aparatur pemerintahan sebagai ujung tombak dari pada pelaksanaan
pembangunan serta berfungsi sebagai pelayanan masyarakat dituntut untuk selalu
produktif bekerja dengan semangat yang tinggi dalam menghadapi persoalan yang
ada dalam masyarakat dan juga harus mampu mengkordinir segalu tuntunan yang
ada. Meningkatkan tuntunan tersebut maka akan terjadi juga peningkatan Peran
dan tanggung jawab semua aparatur pemerintah baik ditingkat pusat maupun
tingkat daerah.

Fungsi _pemerintahan menurut Ndraha untuk mencapai keberhasilan
pemerintahan yaitu memproduksi alat-alat pemenuh kebutuhan manusia dan
masyarakat (civil dan public services) yang bersifat.objektif melalui pelayanan
imprartial menuju kesebangsaanyang nyata..Birokrasi professional berjalur karier
( birokrasi sehat, biroideal ) merupakan alat yang kuat untuk mencapai hal
tersebut. Birokrasi sehat bersifat mandiri, bebas dari tekanan partai politik atau
kelompok kepentingan. Dengan birokrasi sehat, di satu pihak yang diperintah
sebagai pelanggan dan consumer semakin meningkat, sebaliknya sebagai korban

dan mangsa semakin berkurang.”

* Ndraha, 2003. Kybernology Ilmu Pemerintahan Baru, Jakarta, Rineka Cipta. Hal. 36
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Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu
sistem ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar untuk

mencapai tujuan bersama. Negara mengakui dan menghormti satuan-satuan

negara n K mati kesatua asya hukum adat

beserta G i sesuai dengan

2014 tentang

3 urusan yakni :

adalah  Urusan

menjadi  kewenangan

Politik Luar Negeri
Pertahanan

Keamanan

Yustisi atau Peradilan
Moneter dan fiskal Nasional
Agama

o o0 oW
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2. Urusan pemerintahan konkuren adalah  Urusan
Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan

Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Dimana

i’u

perlindungan
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B. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan
2. Pariwisata
3. Pertahanan

peraturan perundang-undangan yang berlaku serta senantiasa berupaya mencegah,
mengurangi bahkan menghapuskan pungutan tidak resmi.

Urusan pemerintahan yang wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan
dasar diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota, meliputi:

% Ibid. Pasal 9 ayat 2
®Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tetang Percepatan Pemberantasan Korupsi
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Tenaga kerja;
Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
Pangan;
Pertanahan;
Llngkungan hidup;
strasi kependudukan dan pen y:
] d (d

NGO~ wWNE

an publik maka

melalui Peratura s i ag 2 jara dan Reformasi

yang berkualitas, cepat, mudah da au dan terukur, adapun prinsip standar

pelayanan dari PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman standar
pelayanan yaitu :

1. Sederhana, standar pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti,
mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan
biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara.

2. Partisipatif, penyusunan standar pelayanan dengan melibatkan
masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan
mendapatkan keselarasan atas dasar komitment atau hasil
kesepakatan.
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3. Akuntabel, hal-hal yang diatur dalam standar pelayanan harus dapat
dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang
berkepentingan.

4. Berkelanjutan, standar pelayanan harus terus-menerus dilakukan
perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan.

ansiy. standar pelayanan harus dapat dengan mudah diakses

diterbitkan untu : : pelayanan publik
yang dilakuka ara p 0 yﬂ seiring dengan

harapan d i "‘-" negar '1;'_' ﬂf al upaya untuk

4.  Melakukan pembelaan terhadap pengaduan; dan

5. Tuntutan yang tidak sesuai kenyataan dalam penyelenggaraan
pelayanan publik dan menolak permintaan yang bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan.’

7 Ibid pasal 14
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Kemudian penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan
standar pelayanan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan, menempatkan

pelaksana yang kompeten, menyediakan sarana, prasarana, dan / atau fasilitas

pelayanan publik maka melalu

enteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan, Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang
dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian

kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat

® Ibid pasal 15
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dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah dan terjangkau dan

terukur, adapun prinsip standar pelayanan yaitu :

1.

Sederhana, standar pelayanan yang mudah dimengerti, mudah
diikuti,-mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang
jelas dan biaya terjangkau bagi-masyarakat maupun penyelenggara.
Partisipatif, penyusunan standar pelayanan dengan melibatkan
masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan
mendapatkan keselarasan atas dasar komitment atau hasil
kesepakatan.

Akuntabel;.\hal-hal yang diatur ‘dalam standar pelayanan harus
dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang
berkepentingan.

Berkelanjutan, standar pelayanan harus terus-menerus dilakukan
perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi
pelayanan.

Transparansi, standar pelayanan harus dapat dengan mudah diakses
oleh masyarakat.

Keadilan, standar pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan
yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda
status ekonomi, 9jrak lokasi.geografis, dan perbedaan kapabilitas
fisik dan mental.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lingga, Nomor 32 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi tata Kerja Perangkat Daerah

dimana yang berkenaan dengan Dinas perhubungan yaitu pada pasal 227 ayat 2

huruf D pada point ke 1 yang berbunyi Bidang Perhubungan Darat terdiri dari

seksi lalu lintas dan angkutan jalan, kemudian Penulis memfokuskan pada pasal

238 point a yaitu seksi lalu lintas dan angkiutan jalan mempunyai tugas sebagai

berikut melakukan penyiapan penyusunan dan penerapan jaringan transportasi

jalan kabupaten serta lintas penyeberangan di dalam daerah. Dimana penulis

meninjau semua yang berkaitan dengan sarana dan prasarana terkait pelayanan

yang didasarkan pada indikator transparasi, akuntanbilitas, kondisional,

* PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

11

partisipatif, kesamaan hak dan keseimbangan hak. tentang pedoman Standar
Pelayanan.

Pelabuhan adalah sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, atau danau

untuk menerima emindahkan_bare aupun penumpang ke

,.,. “‘h‘\“ .e@‘ husus untuk

perairan yang
inal meliputi :

untuk bongkar

Pelabuhan juga merupakan suatu pintu gerbang untuk masuk ke suatu
daerah tertentu dan sebagai prasarana penghubung antar daerah, antar pulau,

bahkan antar negara. Fungsi dari Pelabuhan antara lain :

1. Gateway
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Sebagai gatewaw (Pintu Gerbang) suatu negara atau daerah, karena

suatu kapal dapat memasuli suatu negara/daerah melalui pelabuhan

negara atau daerah yagng bersangkutan.

I, terutama industri yang ada
hubungannya dengan perkapalan dan transportasi laut lainnya.
Dengan fungsi tersebut, mobilitas kendaraan yang masuk maupun keluar
pelabuhan menjadi cukup tinggi. Ada kendaraan yang memang mau melintas,
namun juga ada kendaraan yang hanya sampai pelabuhan semisal mobil pengantar

bisa juga orang atau kelompok vyang aktivitasnya membutuhan jasa
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penyeberangan sehingga kendaraannya diparkir di pelabuhan bisa sampai dengan
24 jam, harian atau mingguan. Oleh karena itu diperlukan lahan parkir yang

memadai dan tertata sehingga tidak mengganggu aktivitas pelabuhan lainnya

mengurang

Pelabuhan
menyatu be

transportasi lisi areal parkir

el
o
um
v
&
o
=)
terutama pa : 1 ‘ d angkan Mengingat

pelabuhan Ro-R( han Pe 0 - menyatu maka

digunakan masyarakat setempat sebagal sarana penghubung antar pulau : Pulau
Singkep (Jagoh) — Tanjung Pinang, Pulau Singkep (Jagoh) — Batam Pulau
Singkep (Jagoh) — Pulau Lingga, Pulau Singkep (Jagoh) — Kuala Tungkal, dan

rute lainnya.
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Berikut ini adalah data awal terkait Jadwal dan Jenis Kapal Roro Jagoh

yang beroperasi pada sistem pelayanan pelabuhan yang ada di Kecamatan

Singkep Barat Kabupaten Lingga :

Tabel 1.1

RlRe Z

/\ I da

’*%nﬁm M -

ROr0

Jagoh yang
yang ada di

250 Orang

2 KMP.
Kundur

a. Dabo Singkep-
Tanjung Pinang

b. Tanjung Pinang-
Dabo Singkep

15 Unit

25 Unit

220 Orang
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1 2 3 4 5 6 7
3 | KMP. a. Dabo Singkep- | Senin,-
Paray Penarik Jumat,
06:30
Sabtu-
Minggu

150 Orang

Sumber :

yang perta : . is Pertama K| yang tujuan Dabo
Singkep-Ba sihany. a ha ", nin de 5, pada pukul 20:00,
tujuan Bat g ] Si : at pada pukul

16:00, tujuan Kuz al,. ya : 3 ngkal beroperasi pada

Pinang-Dabo Singkep beroperasi pada hari Rabu 07:00 dan Jumat 14:00.
Kemudian kapal jenis ke 3 yaitu kapal KMP. Paray dengan tujuan Dabo Singkep-
Penarik yang beroperasi pada hari Senin-Jumat 06:30 dan pada hari Sabtu &
Minggu 08:30. Lalu tujuan Penarik-Dabo Singkep beroperasi pada hari Senin-

Jumat 16:30, sementara Sabtu & Minggu 15:30.
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Tabel 1.2 Data Jumlah Penumpang, Motor dan Mobil pada sistem
pelayanan pelabuhan angkutan penyeberangan Roro
Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga pada tahun 2018

No Bulan Berangkat Tiba
Penum | Motor | Mob | Penumpa | Motor | Mobil
pang il ng

1 | Januari 2696 895 300 4092 1028 311
2 | Februari 2676 847 307 6087 1043 325
3 | Maret 2685 897 302 6148 1191 327
4 | April 2709 843 ke 6442 1240 346
5 | Mei 2782 898 329 10601 1091 334
6 | Jumi 5017 1176 ™804 4848 1076 319
7 | Juli 4083 1021 | 305 4663 1024 319
8 | Agustus 3063 924 302 4196 1042 314
9 | September 3081 898 314 4198 1098 304
10 | Oktober 2870 864 303 4178 1087 308
11 | November 2872 821 312 4174 1065 300
12 | Desember 2934 897 325 4111 1021 304

Jumlah 37468 | 10981 | 3760 63738 13006 3811

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Lingga

Dari uraian diatas ketiga jenis kapal yang beroperasi sesuai dengan
jadwal dan tujuannya dan berdasarkan jumlah penumpang yang berangkat dan
tiba terjadi peningkatan pada bulan' Mei-tan Juni dibandingkan dengan bulan —
bulan lainnya.Ini bertepatan dengan hari raya idul fitri.Sehingga terjadi kelebihan
kapasitas angkut untuk penumpang.sebagai contoh jumlah penumpang yang tiba
pada bulan Mei berjumlah 10.601 orang. Data dari Dinas Perhubungan
menunjukkan penumpang yang datang dari Batam berjumlah 3.101 orang, dari
Kuala Tungkal 1.225 orang,Tanjung Pinang 2.847 orang dan Penarik 3.428
orang.Ini menunjukkan bahwa terjadi over kapasitas angkut untuk penumpang
yang melebihi batas angkut dari kapal roro tersebut.Setiap kedatangan kapal
seminggu 2 kali dan selama sebulan 8 kali kedatangan maka penumpang yang
datang 3.101 orang dibagi 8 kali kedatangan berjumlah 388 orang.Ini

menunjukkan terjadinya over kapasitas angkut untuk pnumpang. sedangkan
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kapasitas daya angkut penumpang untuk KMP Sembilang dari Batam 250 orang.

maka penulis menemukan Fenomena-fenomena sebagai berikut :

1. Terindikasi di Pelabuhan Roro Jagoh pada saat musim lebaran

Mengingat parkir merupakan salah satu fasilitas layanan publik
yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai
pengguna jasa parkir, dengan demikian fasilitas parkir hendaknya
dapat dikelola secara efektif oleh petugas, oleh karena itu perlu

adanya tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Lingga untuk
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meningkatkan pelayanan di pelabuhan penyeberangan roro jagoh

di Singkep Barat.

3. Terjadinya over kapasitas angkutan terutama penumpang yang

perhubungan yaitu pada pasal 227 ayat 2 huruf D pada point ke 1, kemudian
Penulis memfokuskan pada pasal 238 point a dimana, penulis meninjau semua
yang berkaitan dengan sarana dan prasarana terkait pelayanan yang didasarkan
pada indikator pelayanan yaitu transparasi, akuntabilitas, Kondisional, partisipatif,

kesamaan hak dan keseimbangan hak.
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1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah dan gejala-gejala diatas, maka

penulis merumuskan yang menjadi masalah penelitian ini adalah “Bagaimanakah

enerapan Standard

TS N

2. Kegunaan Penelitian

a.

Akademik yaitu Penelitian ini diharapkan menjadi bahan
informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang
ingin meneliti hal yang sama.

Teoritis yaitu penelitian yang diharapkan dapat memacu

pengembangan ilmu pemerintahan, minimal dapat
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memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian bidang

pemerintahan.

C. Praktis yaitu penelitian ini diharapkan menjadi bahan

gupaten Lingga.

‘\i\\ii‘ 0

)
'
&‘* :'

V=

\‘.0‘

|

‘\\\\“\\\
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BAB Il
KAJIAN PUSTAKA & KERANGKA PEMIKIRAN

Kajian Kepustakaan

terhadap warga negaranya®. Sementara itu Musanef mendefenisikan secara rinci
pengertian ilmu pemerintahan yaitu:

1. Suatu ilmu yang dapat mengusai dan memimpin serta menyelidiki
unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan

!Ndraha, Taliziduhu, 2011. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru), Cetakan ke 2. Rineka Cipta,
Jakarta. Hal. 3

*Syafiie, Inu Kencana, 2013. llmu Pemerintahan (Edisi Revisi Kedua). Mandar Maju, Bandung. Hal
35

21
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hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat dan
kepentingannya diwakili oleh dinas itu, atau

2. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari orang yang terbaik
dari setiap dinas umum sebagai kebulatan yang menyelidiki secara
sistimatis problema-problema sentralisasi, desentralisasi koordinasi
pengawasan'ke dalam dan ke luar, atau

3. Suatu«ilmu pengetahuan yang.menyelidiki bagaimana sebaiknya
hubungan antara pemerintah dan yang diperintah, dapat diatur
sedemikian rupa sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan-
pertentangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, dan
mengusahakan agar. derdapat keserasian pendapat serta daya tindak
yang efektif.dan-efisien dalam pemerintahan, atau

4. llmu yang diterapkan atau mengadakan penyelidikan dinas umum
dalam arti yang seluas-luasnya, baik terhadap susunan, maupun
organisasi alat yang menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga
diperoleh metode-metode bekerja yang setepat-tepatnya untuk
mencapai tujuan negara®.

Gambar: 2. 1. : Konstruksi llmu Pemerintahan

NEGARA

Government

Kewenangan Negara
1 >
Pelayanan Publik

1

Ruang Kekuasaa
PUBLIK

Ruang Publik

Kewajiban Negara
1 >
Pelayanan Civil

2

Kebijakan Publik

%Ibid. Hal 32-33
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Sumber; Ndraha®
IImu pemerintahan merupakan ilmu yang tertua bahkan menurut penulis

permasalahan pemerintahan hadir semenjak diciptakannya manusia di atas muka

1. ri - bagaimana

, yang saling

3 EE

ebutuhan yang

tAnna

dan rangkaian kegiatan badan-badan atau organisasi-organisasi publik
dalam melaksanakan kewenangannya baik tugas maupun fungsi untuk

mencapai tujuan suatu negara.

*Ndraha, Taliziduhu, 2009. Kybernologi dan Kepamongprajaan. Sirao Credentia Center. Tanggerang
Banten. Hal 61
>Syafiie,.Op. Cit. Hal 34
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4. 1llmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari starategi, proses,
cara untuk mencapai tujuan penyelanggaraan negara yang merujuk

kepada kepentingan dan harapan warga negara yaitu masyarakat.

kegiatan

n, pelayanan

yaitu

mengelola urusan-
urusan negara a semua i g encakup seluruh
pok-kelompok

hak hukum,

kemudian diganti dengan Undang Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus
pemerintahannya atau disebut juga dengan otonomi daerah. Nurcholis membahas

otonomi daerah di Indonesia akan berkaitan dengan konsep dan teori

pemerintahan local (local government) dan bagaimana aplikasinya dalam

® Munaf, Yusri, 2016. Hukum Tata Administrasi Negara, Pekanbaru, Fakultas Ilmu Sosial dan limu
Politik Universitas Islam Riau, Perhentian Marpoyan Damai.
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penyelenggaraan pemerintah daerah. oleh karena local government merupakan
bagian negara maka konsep local government tidak dapat dilepaskan dari konsep-

konsep tentang kedaulatan negara dalam sistem unitary dan federal serta

dan daerah
i, dan tugas

wewenang
pemerintah erangkan negara
kesatuan®, positif dalam
penyelenggara sosial, budaya
dan pertah , desentralisasi

menunjukk

3. Satuan-satuan desentra inovatif®.
Ada dua jenis desentralisasi yaitu desentralisasi teritorial dan
desentralisasi fungsional. Desentralisasi territorial adalah penyerahan kekuasaan

untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonom) dan batas

"Nurcholis, Hanif, 2007. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Grasindo, Jakarta. HIm 13

8Fauzi, Noer dan R. Yando, Zakaria, 2000. Mensiasati Otonomi Daerah. INSIST Press, Yogyakarta. HIm 11
°Manan, Bagir, 2001. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. PSH FH-UII, Yokyakarta. Hal 174
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pengaturan termaksut adalah daerah. sedangkan desentralisasi fungsional adalah

penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan fungsi tertentu dan batas pengaturan

termaksut adalah jenis fungsi itu sendiri, misalnya soal pendidikan dan

melimpahk

dilimpahi

keputusan®

pemerintah

luas dan le : £ r dalah salah satu

1. Materi yang dilaksanakan tidak termasuk rumah tangga daerah-daerah
otonom untuk untuk melaksanakanya.

2. Dalam menyelenggarakan pelaksanaan itu, daerah otomon itu

mempunyai kelonggaran untuk menyesuaikan segala sesuatu dengan

kekhususan daerahnya sepanjang peraturan mengharuskannya

memberi kemungkinan untuk itu®.

3. Azas Penyelenggaraan Pemerintahan

10 Fauzi, Noer.,Op. Cit. HIm 11
Ybid

21bid. HIm 12

Bihid
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Pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Pemerintah pusat selanjutnya disebut Pesiden Republik Indonesia Yang
Memegang Kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Sebagai mana
yang dimaksud Undang-undang. dasar 1945, sedangkan Pemerintahan Daerah
adalah _penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ‘menurut azas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim.. dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.*

Maka dapat diketahui bahwa pemerintahan daerah merupakan :

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan

2. Diselenggarakan oleh wunsur Pemerintah Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah

3. Penyelenggaraan -urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi
daerah dan tugas pembantuan.

Dengan senantiasa memperhatikan prinsip otonomi seluas-luasnya
Dalam sistem dan, prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

6. Dengan mendasarkan pelaksanaanya pada Undang-Undang Dasar
Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945

ok~

Secara umum pemerintahan dapat diartikan sebagai kegiatan
penyelenggaraan Negara guna memberikan pelayanan dan perlindungan bagi
segenap warga masyarakat, melakukan..pengaturan, memobilisasi semua
sumberdaya yang diperlukan serta membina hubungan baik dalam lingkungan
Negara ataupun Negara lain. Pemerintahan ini menyangkut kekuasaan dalam
bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif.*

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengacu pada beberapa

asas. Adapun asas-asas tersebut meliputi :

“ Loc. Cit. HIm.3
1> Soehino, 2002. Perkembangan Pemerintahan di Daerah, Yogyakarta, Liberty, him.61
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a. Asas otonomi adalah suatu kemandirian atau kebebasan daerah untuk

mengatur dan mengurus sendiri dan menyelenggarakan urusan

kepentingannya berdasarkan inisiatif dan prakarsa serta aspirasi

kepentingan masyarakat, karena semata-mata membantu urusan
pusat.
3. Urusan yang meningkatkan efesiensi dan efektif pelayanan yang

langsung memenuhi kebutuhan masyarakat daerah.

18 pasal 1 angka 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
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4. Urusan yang tidak bersifat strategis nasional dan urusan yang tidak

memerlukan keseragaman nasional.*’

Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik

Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan  Daerah yang. menyebutkan bahwa kepala daerah, dan DPRD

dibantu oleh Perangkat Daerah menyelenggarakan. pemerintahan daerah

berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara terdiri atas :

1.

Kepastian Hukum, asas dalam negara hukum yang mengutamakan
landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan
dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

Tertib Penyelenggara Negara, tertib penyelenggara negara
merupakan asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan
keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
Kepentingan Umum, asas tersebut merupakan asas yang
mendahulukan Kkesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif,
akomodatif, danselektif.

Keterbukaan, asas ' yang:membuka diri terhadap hak masyarakat
untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif
tentang  penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan
perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia.
Proporsionalitas, asas proporsionalitas ~ adalah asas yang
mengutamakan ~ keseimbangan antarar hak dan  kewajiban
penyelenggara negara.

Profesionalitas,” @asas. ‘yang... mengutamakan keahlian yang
berlandaskan kode etk 'dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan
dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai
pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Efisiensi, asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan
sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil
kerja yang terbaik.

Efektivitas, asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan
berdaya guna.

17 |bid, angka 9.


http://pemerintah.net/bentuk-organisasi-perangkat-daerah/
http://pemerintah.net/
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10. Keadilan, asas keadilan adalah bahwa setiap tindakan dalam
penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara
proporsional bagi setiap warga negara.™®

5. Fungsi dan Tujuan.limu Pemerintahan

Aksiologi merupakan salah satu cabang filsafat ilmu yang menekankan
bagaimana bagaimana manusia-menggunakan, ilmunya. Esensi aksiologi yaitu
membicarakan tentang fungsi dan tujuan serta manfaat ilmu itu sendiri dan
sebenarnya ilmu tidak ada yang sia-sia kalau bisa memanfaatkan ilmu dengan
sebaik-baiknya.

Kerlinger menjelaskan ilmu pengetahuan memiliki dua fungsi; ke luar dan
ke dalam. Keluar suatu ilmu pengetahun berfungsi sebagai alat untuk
mengidentifikasi suatu objek, merekam dan mengambarkan suatu keadaan,
menerangkan hubungan. antar gejala;.»menguji pengetahuan lain dan
meramalkan akan dan dapat terjadi. Ke dalam, ia berfungsi sebagai alat
untuk menguji (checking up, verifying) dirinya sendiri. llmu pengetahuan
bersifat: heuristic sartinya menemukan, mengujiy mengoreksi, dan
mengembangkan dirinya; /Sendiri fisehingga terus.. menerus mampu
berfungsi‘%

Sementara itu Syafiile mengatakan bahwa tujuan mempelajari ilmu
pemerintahan secara umum agar dapat memahami-teori-teori bentuk-bentuk dan
proses-proses pemerintahan-dan mampu menempatkan diri serta ikut berperan di
dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pemerintahan, terutama pemerintahan

di dalam negeri®’. Pendapat di atas menitik beratkan tujuan dari mempelajari ilmu

pemerintahan secara umum untuk memahami teori-teori, bentuk-bentuk dan

*® Loc. Cit. HIm.3

Ndaraha, Taliziduhu, 2017. Metodeologi llmu Pemerintahan (Cetakan Terbaru). PT. Rineka Cipta.
Jakarta. Hal 18

2Syafiie, Inu Kencana, 2010. Pengantar llmu Pemerintahan. PT. Refika Aditama, Bandung. Hal
26
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proses penyelenggaraan pemerintahan dan mengaplikasi ilmu tersebut sesuai

dengan peranan yang dimiliki.

Ndraha penambahkan bahwa profesi pemerintahan merupakan

",
r

pemerints an?. Melalui

Y

pendapat profesi

pemerintahg

n ilmu sehingga

e

mampu puan dalam

=
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ge;
@
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S
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pengertian hukum internasional imbuhnya negara adalah lembaga yang memiliki
pemerintahan yang berdaulat, rakyat yang menjadi warga negara dan wilayah
tempat berlakuknya kedaulatan pemerintahan itu?’. Memiliki makna yang sama
Djokosutono mengatakan bahwa negara dapat pula diartikan sebagai suatu

organisasi manusia atau kumpulan manusia-manusia yang berada di bawah suatu

*!Ndraha, Kybernologi dan Kepamongprajaan, Op. Cit. Hal 73
’Mustafa, Delly, 2013. Birokrasi Pemerintahan. Alfabeta, Bandung. Hal 75.
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pemerintahan yang sama. Pemerintahan ini sebagai alat yang bertindak demi

kepentingan rakyat untuk mencapai tujuan organisasi negara antara lain

kesejahteraan, pertahanan, keamanan, tata tertib, keadilan, kesehatan dan

jawa yaitu
sisi pende sesuatu yang
harus dilak: apa unsur yang

laksanakan apa

Aa

yang menerima

S w
D
<
D
=
o
@D
=
g
>
=
UR

alah  goverment yaitu
tanggungjawab untuk mengurus tugas dan menjalankan kehendak rakyat®. Tidak
jauh berbeda dengan pendapat sebelumnya Suryaningrat mengatakan bahwa

pemerintah merupakan salah satu subkomponen geografis satu Negara yang

2%CST Kansil dan Christine, 2011. Ilmu Negara (Umum dan Indonesia; Edisi Revisi). PT. Pradnya
Paramita, Jakarta. Hal 110

2*Suryaningrat, Bayu, 2010. Mengenal Ilmu Pemerintah. Rineka Cipta, Jakarta. Hal 9

?Delly,.Op. Cit. Hal 76



33

berdaulat, pemerintah berfungsi memberikan pelayanan dalam suatu wilayah
tertentu®.

Sementara itu Ndraha mengatakan bahwa pemerintah adalah organ yang
berwenang memproses pelayanan publik dan®berkewajiban memperoses
pelayanan.« civil " bagi..setiap orang: yang melalakukan hubungan
pemerintahan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam
hubungan itu, bahkan warga Negara asing atau siapa saja yang pada suatu
saat berada secara sah (legal) diwilayah Indonesia, berhak menerima
layanan civil tertentu, dan-pemerintah wajib melayankannya?’.

Sangat jelas pemerintah adalah institusi, organ, lembaga yang memiliki
tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab yang diperoleh dari kostitusi suatu
negara sebagai langkah untuk mencapai tujuan.negara. Pemerintah wajib
memenuhi kebutuhan yang diperintah (masyarakat) terutama kebutuhan pelayanan
yang dimonopoli oleh™ pemerintah itu sendiri’ sesuai dengan tuntutan yang
diperintah itu sendiri. Selain itu hal yang paling urgensi pemerintah harus dapat
menjamin keamanan, ketertiban dan perlidungan masyarakat. Ihwal ini sesuai
dengan pendapat Awang dan Wijaya mengatakan pemerintah merupakan satu-
satunya lembaga yang pada tingkat tertentu mampu menjadi dan menjamin sistem
ketertiban dan penyedian sarana dan prasarana sosial yang dibutuhkan oleh
masyarakat bagi kepentingan aktivitas sosialnya®.

Beberapa ahli membagi pengertian pemerintah menjadi 2 bagian yaitu
pemerintah dalam arti sempit dan pengertian pemerintah dalam arti luas. Delly
mengartikan pemerintah dalam arti sempit yaitu sebagai organ negara pelaksana

tugas-tugas eksekutif saja, sedangkan pemerintah dalam arti luas adalah seluruh

lembaga/organ negara yang menjalankan kewajiban negara sebagai organisasi

%% sarundajang, 2012. Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah. Kata Hasta Pustaka, Jakarta. Hal 25
2" Ndraha,.Op. Cit Hal 6
28 Awang, Azam, Wijaya, 2012. Ekologi Pemerintahan. Alaf Riau, Pekanbaru. Hal 7
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sosial (societal) yang sangat besar dan komplek, eksekutif, yudikatif dan auditif®.
Tidak jauh berbeda dengan pendampat sebelumnya CST Kansil dan Christine

mengatakan pemerintah dalam arti sempit dimaksutkan khusus kekuasaan

Dasar Negara

lertinggi  sampai

Eksekutif

Eksekutif

Legislatif
Yudikatif

Pemerintahan secara etimologi tidak jauh berbeda dengan pemerintah,
hanya menambahkan imbuhan “an”, akan tetapi secara terminology pemerintahan
memiliki makna yang berbeda dengan pemerintah. Ndraha sebagai pakar ilmu
pemerintahan menjelaskan bahwa pemerintahan adalah sebuh sistem atau

multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan

2Delly,.Op. Cit. Hal 76
% Kansil & Christine., Op. Cit. Hal 150
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yang diperintah akan jasa publik dan layanan civil*'. Ndraha menambahkan
pemerintahan adalah gejala sosial, artinya terjadi di dalam hubungan antara
anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok.
Gejala ini terdapat'pada suatu-saat di dalam.sebuah masyarakat. disana seseorang
atau suatu kelompok (sebut saja X) dalam proses atau interaksi sosial terlihat
dominan terhadap orang atau_kelempak: lain/(sebut saja Y)*.

Lebih rinci terkait dengan defenisi pemerintahan dikemukan oleh Syafiie
dalam bukunya ilmu pemerintahan, yang memaparkan pemerintahan secara
etimology, yaitu:

1. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh, yang berarti di
dalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki
wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan.

2. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah, yang berarti badan
yang melakukan kekuasaan memerintah.

3. Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan berarti
perbuatan, cara;, hal atau urusan, dari badan-yang memerintah
tersebut®.

Melalui teori-teori yang dijelaskan di atas, maka pemerintahan merupakan
kegiatan, proses, sistem, perbuatan dan cara yang dilaksanakan oleh lembaga
negara dalam rangka “memenuhi kebutuhan “yang diperintah vyaitu rakyat.
Pemerintah tidak akan memiliki“peran manakala tampa adanya pemerintahan
karena esensi pemerintah menunjukkan lembaga yang tidak dinamis sedangkan
pemerintahan merupakan kegiatan/proses, cara aktivitas yang dilakukan oleh

pemerintah . Kalau diamati lebih mendalam inti dari pemerintahan yaitu dari

rakyat karena semua pemerintahan apapun bentuknya berasal dari rakyat dan

3! Ndraha, Kybernologi,.Op. Cit. Hal 5
$2Ndraha, Metodeologi.,Op. Cit. Hal 6
%3Syafiie,.Op. Cit. Hal 4
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untuk rakyat, maka dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan harus
melibatkan rakyat baik itu secara demokrasi langsung maupun representatif.

Pemerintah tidak akan memiliki peran manakala tampa adanya pemerintahan

kegiatan bada K ya - » legislatif, dan

yudikatif
pemerintaha
meliputi kekua
arti sempit sa

alam arti sempit,

yaitu lebih dikemukan oleh

terdiri dari.

1. Kekuasaan legislatif, dilaksanakan oleh suatu perwakilan rakyat
(parlemen)

2. Kekuasaan eksekutif, dilaksanakan oleh pemerintah (presiden atau

raja dengan bantuan menteri-menteri atau kabinet)

*Suradinata, Ermaya, 2011. Organisasi dan Manajemen Pemerintahan (Dalam Kondisi Era
Globalisasi). Edisi Revisi. Ramadan, Bandung. Hal 6
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3. Kekuasaan yudikatif, dilaksanakan oleh badan peradilan (Mahkamah
Agung dan pengadilan dibawahnya)®.

Pemerintahan dalam arti sempit yaitu cara, proses, kegiatan, sistem yang

oleh Presiden selaku

cara, prose

itu ekseku

Eksekutif

Eksekutif

Legislatif
Yudikatif

7. Fungsi-Fungsi Pemerintah

Pemerintah dibentuk pada awalnya untuk memberikan sistem keteriban
seluruh lapisan masyarakat, sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitasnya
diberbagai bidang dengan lancar. Seiring dengan berkembangnya pemikiran

manusia, dinamika yang ada ditengah-tengah masyarakat memperluar fungsi dan

®CST Kansil & Christine., Op. Cit. Hal 4
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peran pemerintah tidak hanya sebatas memberikan perlindungan akan tetapi juga
memberikan fungsi pelayanan, fungsi pembangunan dan fungsi pemberdayaan.
Rasyid sebagaimana yang dikutip oleh labolo mengatakan bahwa fungsi
pemerintahan menjadi empat.. bagian _yaitu pelayanan_ (publik service),
pembangunan (developement), pemberdayaan (empowering), dan Pengaturan
(regulation)™,

Bintaro menyebutkan peranan dan fungsi® pemerintahanan adalah
perencanaan serta fungsi pemerintah terhadap perkembangan masyarakat,
tergantung oleh beberapa hal. Yang pertama adalah filsafat hidup
kemasyarakatan dan filsafat politik masyarakat tersebut. Ada negara-
negara_yang memberi kebebasan yang cukup besar kepada anggota-
anggota masyarakat untuk menumbuhkan perkembangan masyarakat,
sehingga pemerintah diharapkan tidak perlu banyak campur tangan dalam
kegiatan masyarakat itu sendiri. Pada masa lampau dalam bentuknya yang
ekstrim, hal ini didukung oleh filsafat kemasyarakatan “Laisser Faire”.
Namun .ada pula negara-negara. dimana filsafat hidup bangsanya
mengehendaki negara dan pemerintah memimpin dan bahkan mengurus
hampir segala sesuatu dalam kehidupan masyarakat bangsa tersebut.
Filsafat politik sosialis yang traditional mendasari orientasi seperti itu. Hal
ini berkaitan dengan ‘-pandangan. hidup pemerintah. sebagai pemegang
mandate kepercayaan untuk mengusahakan kepentingan masyarakat secara
keseluruhan, harus mengusahakan pula keadilan. Dan ini perlu dinyatakan
dalam tetap memperhatikan kepentingan golongan yang lemah (kedudukan
ekonominya)®’.

Teori yang dijelaskan Bintaro di atas menjelaskan terdapat dua macam
fungsi pemerintah apabila ditinjau secara mendalam secara filosofi. Pertama
pemerintah tidak terlalu memiliki fungsi yang luas dan memberikan kebebasan
kepada masyarakat untuk menumbuh kembangkan bidang-bidang yang ingin
dilakukan oleh masyarakat, kapasitas pemerintah mengatur dan mengurus

kehidupan masyarakat tidak begitu ikut campur , sistem pemerintahan seperti ini

%L abolo Muhadam, 2010. Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, teori, konsep, dan
pengembangannya. Rajawali Press, Jakarata. Hal 32
*"Syafiie.,Op. Cit. Hal 33
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biasanya dianut oleh negara-negara yang memiliki ideology kapitalis/liberalism.
Kedua, sebaliknya yaitu pemerintahan memiliki fungsi yang sangat luas mengatur
semua aspek kehidupan masyarakat dalam segi apapun bahkan sampai pada titik
kepribadian masyarakat. Konsep.pemerintahan seperti ini biasanya dianut oleh
negara yang memiliki ideology sosialis.

Sementara itu, realitas,Ndraha menunjukkan bahwa ada dua macama
fungsi pemerintah yaitu fungsi primer dan fungsi sekunder. Fungsi primer yaitu
fungsi yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi pihak
yang diperintah. Pemerintah berfunsi primer sebagai provider jasa publik yang
tidak diprivatisasikan dan layanan sipil termasuk layanan birokrasi yang disebut
juga fungsi pelayanan (serving)®. Fungsi primer pemerintah.di atas merupakan
fungsi pokok yang harus dilaksanakan sebagai langkah untuk memenuhi
kebutuhan yang diperintah.Fungsi primer tidak holeh berkurang, semakin besar
permintaan yang diperintah baik itu dalam bidang ekonomi, sosial, politik maka
fungsi yang diberikan harus semakin besar untuk mengimbangi kebutuhan
masyarakat. Fungsi primer merupakan fungsi yang dimonopoli oleh pemerintah
fungsi ini hanya bisa dilaksanakan oleh“lembaga pemerintah dan tidak dapat
dilimpahkan kepada lembaga apapun.

Fungsi sekunder pemerintah adalah fungsi yang berhubungan negatif
dengan kondisi ekonomi, politik dan sosial yang diperintah, dalam arti semakin

tinggi taraf hidup semakin kuat bargaining position, dan semakin integratif

*Ndraha, Kybernologi., Op.,Cit. Hal 76
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masyarakat yang diperintah semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah®.
Fungsi sekunder lebih identik dengan fungsi pemberdayaan karena fungsi
sekunder menekankan terhadap keberhasilan dalam penyelenggaraan ekonomi
pembangunan, semakin berhasil. pembangunan yang dilaksanakan pemerintah
maka akan dapat meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat atau sebaliknya.

8. Konsep PemerintabhanDagrah

Semenjak negara  Indonesia memproklamasikan kemardekaannya,
founding father menetapkan negara Indonesia sebagai negara kesatuan yang
wilayah dibagi daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah kabupaten/kota, daerah-
daerah tersebut memiliki pemerintahan sendiri. Thoha mengatakan Indonesia
sejak awal mardeka mengikuti sistem Negara kesatuan yang pemerintahnya
dijalankan berdasarkan sistem presidensial, dalam negara kesatuan itu
pelaksanaan  desentralisasi~, ke pemerintah_ daerah - dilakukan berdasarkan
kemurahan pemerintah pusat (by the pleasure of central goverment)”.

Dalam sistemm negara kesatuan melahirkan sebuah hubungan antara
pemerintah pusat dan .daerah, yaitu hubungan pembagian kekuasaan secara
vertical. Apabila berbicara sistem _pemerintahan daerah ada beberapa teori yang
mendasari tentang pembagian kekuasaan diantaranya teori pembagian kekuasaan
secara horizontal dan teori pembagian kekuasaan secara vertikal. Menurut
pendapat Jimly Asshidigie pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal dalam arti

perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara verikal ke bawah. Pembagian

39 h;

Ibid
“Thoha, Miftah, 2012. Birokrasi Pemerintahan dan Kekuasaan di Indonesia. Metapena Institu
Empower, Yagyakarta. Hal 133
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kekuasaan secara vertikal berarti adanya pembagian kekuasaan antara beberapa

tingkatan pemerintahan®*.

Di Negara Kesatuan Republik Indonesia pelimpahan sebagian

provinsi dan

yang memilih

melahirkan

istilah otonomi daerah. Konsep ment berasal dari barat untuk itu,
konsep ini harus dipahami sebagaimana orang barat memahaminya. Bhenyamin

Hoessein yang dikutip oleh Hanif menjelaskan bahwa local goverment memiliki

*Jjuanda, 2008. Hukum Pemerintahan Daerah. PT. Alumni, Bandung. Hal 37
*2Sunarso, Siswanto, 2011. Hubungan Kemitraan Badan Legislatif dan Eksekutif di Daerah. Cetakan
Kedua. Mandar Maju, Jakarta. Hal 5
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tiga arti. Pertama, berarti pemerintahan lokal. Kedua, pemerintahan lokal yang
dilakukan oleh pemerintahan lokal. Ketiga, berarti daerah otonom*®,

Pemerintah daerah yang memiliki hak dan kewenangan tersebut dikenal
dengan sebutan daerah otonom.. Konsep teori dari Pemerintahan Lokal (local
goverment) dan bagaimana aplikasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah di Indonesia. Local .goverments /bagian negara maka konsep local
goverment tidak dapat dilepaskan dari konsep-konsep tentang kedaulatan negara
dalam sistem unitary dan federal serta sentralisasi, desentralisasi, dekonsentrasi
dan juga tugas pembantuaan®. Menurut Fauzi dan Zakaria desentralisasi adalah
penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam
kerangkan negara kesatuan. Dekonsentrasi adalah pelimpahan kewenangan oleh
pemerintahan kepada daerah otonom sebagai wakil pemerintah dan perangkat
pusat di daerah dalam kerangka negara kesatuan, dan lembaga yang melimpahkan
kewenangan dapat memberikan perintah kepada pejabat yang telah dilimpahi
kewenangan itu mengenai pengambilan atau pembuatan keputusan. Sementara itu
tugas pembantuan (medebewind) adalah keikutsertaan pemerintah daerah
melaksanakan urusan pemerintah.yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi
di daerah tersebut. Tugas pembantuan adalah salah satu wujud dekonsentrasi akan
tetapi pemerintah tidak membentuk badan sendiri untuk itu yang tersusun secara

vertikal®.

“3Nurcholis, Hanif, 2007. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Grasindo, Jakarta.
Hal 1

*Nurcholis, 2007. Op,. Cit. Hal 13

“SFauzi, Noer dan R. Yando, Zakaria, 2010. Mensiasati Otonomi Daerah :Cetakan Kedua. INSIST
Press, Yogyakarta. Hal 11
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Pemberlakuan otonomi daerah di Negara Indonesia telah membawa
implikasi yang luas dan serius. Otonomi daerah merupakan fenomena politis yang

menjadikan penyelenggaraan pemerintahan yang sentralistik-birokratis ke arah

diharapkan aka ¢ :}. an dan tanggung
jawab antara pemerintaha _- : aerah. Dengan
diaplikasinya kons omi- . U ep demokrasi yang
sesungguhn ¢ ilaks i gara Kesatuan Republik

Indonesia.

untuk memecahnya suatu permasalahan publik. Richard Rose yang dikutip oleh
Winarno mengataka bahwa kebijakan hendaknya difahami sebagai serangkaian
kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya

bagi mereka yang bersangkutan sebagai suatu keputusan sendiri*. Defenisi

**Winarno, Budi, 2012. Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus, Edisi Revisi. CAPS,
Yogyakarta. Hal 20
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kebijakan tersebut dapat difahami bahwa kebijakan merupakan suatu kegiatan
yang bukan suatu keputusan yang sekedar melakukan sesuatu.

Diera seperti pada saat sekaran ini kebijakan tidak hanya diusulkan oleh
lembaga pemerintah, akan tetapi juga bisa« diusulkan weleh seseorang atau
sekelompok orang kepada lembaga yang berwenang merumuskan dan membuat
kebijakan. Carl J Federick ~mendefinisikan, kebijakan sebagal serangkaian
tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam
suatu lingkungan tertentu dimana terdapat -hambatan-hambatan (kesulitan-
kesulitan) = dan  kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan  usulan
kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu®’.

Para ahli'kebijakan masih silang sengketa mengenai konsep kebijakan dan
sering menjadi perdebatan, oleh karena itu Wahab memberikan beberapa
pedoman instilah kebijakan,yaitu:

1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan

Kebijakan sebenarnya tidak serta ~merta dapat dibedakan dari

administrasi

Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan

Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan

Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai

Setiap kebijakan memiliki‘tujuan.atau sasaran tertentu baik eksplisit

maupun implicit

7. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang
waktu

8. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi
dan yang bersifat intra organisasi

9. Kebijakan publik meski tidak ekslusif menyangkut peran kunci
lembaga-lembaga pemerintah

10. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif*®.

N

o s w

T Agustino, Leo, 2014. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Alfabeta. Bandung. Hal 7
*®Wahab, Solikhin, Abdul, 2012. Analisis Kebijaksanaan, dari Formulasi ke Implementasi
Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara, Jakarta. Hal 40-50
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Anderson seorang pakar kebijakan sebagaimana yang dikutip oleh Irfan
Islamy mengungkap kebijakan adalah “ a purposive course of action followed by
an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern”.
(Serangkaian tindakan yang-.mempunyai_.tujuan tertentu. yang diikuti dan
dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan
suatu masalah tertentu)*®. Konsep: kehijakan yang ditawarkan oleh Anderson di
atas dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya
dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu
konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (policy) dengan
keputusan (decision) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif
yang ada.

Berdasarkan pendapat berbagai sebagaimana yang telah dijelaskan di atas
maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau
kegiatan-kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang,
suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan-
keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna
mencapai maksud dan tujuan tertentu.

Berbicara kebijakan publik, memiliki ruang lingkup yang sangat luas
karena menyangkut berbagai bidang seperti pemerintahan, ekonomi, politik,
sosial, budaya, hukum dan sebagaimananya. Pengertian dan makna kebijakan
publik (publik policy) sangat bervariasi tergantung dari sudut mana seseorang

melihatnya, Easton yang dikutip oleh Winarno memberikan definisi kebijakan

“lslamy, Irfan, 2010. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara, Jakarta. Hal
12
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publik sebagai the authoritative allocation of values for the whole society atau
sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota
masyarakat™. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai a
projected program of goal, value, and practice  atau sesuatu.program pencapaian
tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah>'. Sementara itu, Amara
yang dikutip oleh Lubis mengatakan kebijakan adalah suatu taktik atau strategi
yang di arahkan untuk mencapai suatu tujuan®.

Melalui pendapat para ahli mengenai defenisi kebijakan publik, maka
penulis menyimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu program atau
kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang didalamnya
terdapat taktik atau strategi yang memiliki tujuan dan sasaran tertentu, akan tetapi
kebijakan publik lebih bersifat memaksa dan memiliki kekuataan hukum sehingga
objek kebijakan diwajibkan untuk mematuhi kebijakan tersebut.

Publik Policy memiliki hubungan yang erat dengan pemerintah, karena
kebijakan publik merupakan senjata bagi pemerintahan untuk menjalankan sistem
pemerintahannya, kebijakan publik merupakan isntrumen untuk mengatur dan
mengurus yang diperintah™dari. berbagai. sektor, Koryati berbendapat bahwa
kebijakan secara umum dapat dikatakan sebagai rumusan pemerintahan yang
mejadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang mempunyai
tujuan, rencana, dan program yang akan dilaksankan secara jelas™. Pendapat

sebelumnya sama dengan apa yang disampaikan oleh Greston yang mengatakan

*®\Winarno.,Op. Cit. Hal 17

*!bid

*2ubis, Solly, 2014. Kebijakan publik. Mandar Maju, Bandung. Hal 7

53Koryati, Dwi Nyimas, Dkk. 2010. Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah. YPAP,
Yogyakarta. Hal 7
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kebijakan publik dibuat dan dilaksanakan pada semua tingkatan pemerintahan,

karenanya tanggungjawab para pembuat kebijakan akan berbeda pada setiap

tingkatan sesuai dengan kewenangannya™. Secara hirarki kebijakan publik dapat

kebijakan ¢

dilakukan

erintahan sebagai

organisasi terbesar d F nindari. Secara skematis apa

Gambar 2. 4: Skematic Kebijakan Pub

Aktor/Pej ’ M lesaik
[ tor/Pejabat [ Kebijakan Publik] [ enyelesaikan ]

l

[ Masyarakat J

*Ibid. Hal 18
**|slamy.,Op. Cit. Hal 6
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Sumber: Andeson®

Berdasarkan pendapat tersebut kebijakan publik, dapat disimpulkan
bahwa kebijakan yangilahirkan oleh lembaga pemerintah adalah aturan tertulis
merupakan keputusan formal = bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan
tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan
menjadi rujukan utama-bagi-masyarakat dalam berperilaku. Kebijakan publik
merupakan salah satu fungsi pemerintahan yang mutlak dilakukan oleh karena itu
kemampuan dan pemahaman memadai dari pembuat kebijakan terhadap proses
perumusan kebijakan menjadi sangat penting bagi terwujudnya kebijakan publik
yang cepat, tepat dan memadai. Kemampuan dan pemahaman terhadap prosedur
pembuatan kebijakan tersebut juga harus. diimbangi dengan pemahaman dari
pembuat kebijakan publik terhadap kewenangan yang dimilikinya.

Sementara itu dalam teori sistem-kehijakan publik yang dikemukan oleh
Dunn, dalam pembuatan kebijakan publik melibatkan tiga element kebijakan yaitu
pelaku kebijakan, kebijakan publik dan lingkungan kebijakan yang semuanya
saling terhubungan dan terkait>”. lustrasinya dapatdilihat gambar berikut:

Gambar 2. 5: llustrasi Sistem Kebijakan Publik

Pelaku
Kebijakan

kebijakan Publik

. (
[ Lingkungan ) L Kebijakan ]

56 1h;

Ibid
>"Dunn, N. William, 2015. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua Cetakan ke 5, Gajah
Mada University, Yogyakarta. Hal 132



49

Sumber: Dunn*®

Kegiatan-kegiatan dalam kebijakan publik merupakan suatu hal yang
kompleksitas dengan melibatkan. seluruh element yaitu pemerintah, masyarakat
dan private, selain itu kebijakan publik sering memiliki tujuan tertentu terutama
tujuan untuk menyelesaikan permasalah-permasalah yang dihadapi oleh lembaga
pemerintahan maka sebaiknya dalam praktinya kebijakan publik baiknya harus
mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorintasi pada tujuan
tertentu.

2. Kebijakan berisi tindakan atau ' pola _tindakan pejabat-pejabat
pemerintah.

3. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah,
dan bukan bermaksud apa yang dilakukan.

4. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah
mengenai sesuatu masalah tertentu) dan bersifat negative (keputusan
pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).

5. Kebijakan publik- (positif),— selalu” berdasarkan pada peraturan
perundang-undangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif)™.

Dalam proses kebijakan publik terdapat beberapa tahap yang harus dilalui
dan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang. saling berkaitan, sehingga
kebijakan publik dapat berdampak positif.ataupun sebaliknya yaitu memberikan
dampak negative. Anderson yang dikutip oleh Subarsono mengidentifikasi tahap-
tahap proses kebijakan publik yaitu;

1. Formulasi masalah (problem formulation): Apa masalahnya? Apa

yang membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan? Bagaimana
masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah.

2. Formulasi Kebijakan (formulation): Bagaimana mengembangkan
pilihan-pilihan atau alternative-alternative untuk memecahkan

58| th;

Ibid
$Widodo, Joko, 2010. Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada
Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Insan Cendikian, Surabaya. Hal 190
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masalah tersebut? Siapa saja yang berpatisipasi dalam formulasi
kebijakan?

Penentuan Kebijakan (adoption): Bagaimana alternative ditetapkan?
Persyaratan atau criteria seperti apa yang harus dipenuhi? Siapa yang
akan melaksanakan kebijakan? Bagaimana proses atau strategi untuk
melaksanakan. kebijakan? Apa isi dari. kebijakan yang telah
ditetapkan?

Implementasi. (implementation): Siapa yang terlibat dalam
implementasi kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampak
dari isi kebijakan?

Evaluasi (evaluation): ‘Bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak
kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Adakah
tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan?®.

Konsep yang ditawarkan Anderson di atas menerangkan salah satu siklus

atau tahap-tahap kebijakan publik yaitu implementasi kebijakan yang

menfokuskan beberapa hal yaitu:

1.

2.

Siapa saja yang terlibat dalam implementasi kebijakan ?

Apa saja yang mereka kerjakan sebagai lembaga atau organisasi yang
berwenang mengimplementasikan kebijakan, dan ?

Bagaimana dampak atau hasil dari implementasi kebijakan publik

tersebut.

10. Pelayanan

Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang

lain secara langsung.”* Pelayanan ( Service ) adalah sebagai suatu perbuatan

(deed). Suatu kinerja (Performance) atau suatu usaha (effort).®? Pelayanan adalah

produk-produk yang tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang melibatkan usaha-

9Sybarsono. A. G, 2011. Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Toeri dan Aplikasi). Pustaka
Pelajar, Yogyakarta. Hal 12-13

%1 Monir, 2003. Kepemimpinan Birokrasi, dalam ( Harbani Pasolong ), Alfabeta, Bandung, Hal 198

%2 |bid Warella
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usaha manusia dan menggunakan peralatan.®® Gronroos, pelayanan adalah suatu
aktivitas atau serangkaian aktivitas yang berisifat tidak kasat mata (tidak diraba)

yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan pegawai

3.  Kondisional
4.  Partisipatif
5.  Kesamaan Hak

6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban®®

%3 bid Ivancecevich
® Ibid

% Ibid, Warella (2004)
% |bid Sinambela
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11. Tugas, Fungsi
Menurut Winardi (2003:26) Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) merupakan

kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh para pegawai yang

yang memit : : : eksitas jabatan atau
organisasi

Sedangka _- : si secara umum
' eorang anggota
sesuai dengan

kemampuan iliki g A erja yang telah

Pengertian fungsi menurut kamus lengkap bahasaindonesia merupakan
kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan.

Adapun  menurut  Moenir (2010:18) Tugas digunakan untuk
mengembangkan suatu bagian atau suatu unsure dalam suatu jabatan , suatu Tugas
merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu

tujuan tertentu.
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Moenir (2010:24) fungsi adalah rincian rincian Tugas yang sejenis atau
erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu

yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau

Perbedaan
1 5
1. Metode
Kualitatif
Subjek
pengawasan
Lokasi
pekanbaru
2. Jenis
(2016) kendaraan
yang diteliti
yaitu mobil
barang
pengawasan
3. Penelitian nae Sama-sama Variabel
Fandi Aziz | Pelayanan Pengurusan | melakukan yang diteliti
(2015) Izin Usaha Trayek | penelitian pada | mengenai
Pada Dinas | Dinas pelayanan
Perhubungan, Perhubungan
Informatika dan | dan subjek
Komunikasi Kota | Trayek
Pekanbaru
Sumber : Http:Ulasan Karya Ilmiah Junal/ Penelitian tentang Dinas
Perhubungan

2.3  Kerangka Pemikiran
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Kerangka pemikiran merupakan proposisi tentang kerangka konsep
pemencahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Kerangka

pemikiran dalam sebuah penelitian sangat menentukan kejelasan dan validitas

dap

Jinas Perhubungan
abuhan Angkutan
gon Di Kecamatan

(S50

S L LK

—/

W
N

Akuntabilitas
3. Kondisional
4. Partisipatif
5
6

. Kesamaan Hak
. Keseimbangan Hak

2.4  Konsep Operasional.
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Kabupaten yang dimaksud adalah Kabupaten Lingga.
Tugas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tugas Dinas

Perhubungan Kabupaten Lingga.

.

o
&
dil
v
WI

bl 3 1

Dasar hukum pelayanan adalah peraturan perundang-undangan yang
menjadikan pedoman atau dasar penyelenggaraan pelayanan.
Persyaratan pelayanan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi
sebagai dasar pertimbangan.

Waktu pelayanan adalah lamanya suatu pelayanan diproses sesuai

dengan prosedur/mekanisme pelayanan sampai penerbitan berkas.
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10. Transparansi yang dimaksud disini adalah bagaimana transparansi
Dinas Perhubungan dalam pelayanan pelabuhan Angkutan

Penyebrangan Roro Jagoan di Kecamatan Singkep Barat Kabupaten

a Kondisional
Angkutan

rat Kabupaten

Hak masyarakat atau penumpang dalam pelayanan pelabuhan
Angkutan Penyebrangan Roro Jagoh di Kecamatan Singkep Barat
Kabupaten Lingga

15. Keseimbangan Hak vyang dimaksud disini adalah bagaimana

mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima
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dalam pelayanan pelabuhan Angkutan Penyebrangan Roro Jagoh di

Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga

2.5 0

D B ol ditetapkc :

dimana U
dapat diperhati
Tabel 2.2 S
Pelabu
a

Konsep

1
Pelayanan Publik
adalah sebagai setiap
kegiatan yang
dilakukan oleh
pemerintah  terhadap
sejumlah manusia

yang memiliki setiap

kegiatan yang
menguntungkan

dalam suatu
kumpulan atau
kesatuan, dan

menawarkan

riab
Dal
ngku

tan Singkep

enelit
Pen

Peny:
- Ka en

Va

L
]

'bEK,ae : ﬁ@é

Pelayanan
Pelabuhan

akan diteliti,

penelitian ini

Tugas Dinas
Pelayanan
Jagoh Di

enilaian
4

elayanan  bersifat
erbuka, mudah dan
t
kses,disediakan
cara memadai
serta mudah
dimengerti

1tas

Dapat
dipertanggungjawab
kan sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang —
undangan

3. Kondisional

Sesuai dengan
kondisi dan
kemampuan pemberi
dan penerima
pelayanan sesuai
prinsip efisien dan
efektifitas
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kepuasan

meskipun | Angkutan

hasilnya tidak terikat | Penyeberang
pada suatu produk | an Roro
secara fisik.”’ Jagoh

0
%

\RRRNNN YY)

i N N

“\\\"3

4. Partisipatif

Dapat

peran

mendorong
serta
dengan

liskriminatif
ek manapun

rtimbangkan

keadilan
pemberi dan
a pelayanan

%7 Sinambela, 2005, HIm. 5 dalam Pasolong, 2015. Kepemimpinan Birokrasi. Alfabeta, Bandung,

Hal. 199
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yaitu pendekats I erhadap  pengambi : anejerial dan

ekonomi, pende

elaksanaan Tugas  Dinas
Perhubungan Dalam Pelayanan Angkutan Penyebrangan Roro Jagoh
Di Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga, lokasi ini dipilih sebagai lokasi
penelitian adalah karena aparatur Pemerintah Daerah Dinas Perhubungan
Kabupaten Lingga sudah memiliki pendidikan yang Cukup Tinggi, oleh sebab itu

perlu dilihat Pelayanan yang diberikan sebab baiknya suatu instansi dilihat dari

pelayanannya.

59
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3.3 Informan
Tabel 111.1
Jumlah Informan
No. Unit Analisis Jumlah

Informan

pel Penelitian

untuk Kepa erhubungan, Kabid perhubungs kretaris adalah

Selanjutnya untuk St in: ' syarakat penulis

menggunak

1. Data primer
Data primer adalah data asli yang dikumpulkan oleh peneliti untuk
menjawab masalah penelitiannya secara khusus, data ini langsung

ditemukan oleh peneliti ketika melakukan penelitian dimana hasilnya

Victorianus Aries Siswanto, 2012, Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian, Yogyakarta, Graha
llmu.hlm. 53
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lebih akurat dan terpercaya, data ini diperoleh melalui wawancara

yang bersumber dari informan penelitian.

2. Data sekunder

ini:

Pengumpulan

A

Penyajian

Reduksi Data

Simpulan Verifikasi

(Miles and Huberman, 1992;20)
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Teknik ini dipilih dengan pertimbangan untuk mengsinkronkan proses analisis
data dari berbagai sumber dan dari teknik yang berbeda sejak pengumpulan data,
reduksi data, penyajian data,dan kemudian ditarik kesimpulan. Dengan alur ini
data akan disederhanakan untuk melihat keterkaitan, kategori dan sifat data
sehingga dapat ditarik kesimpulan- dengan, tepat. Adapun penjelasan mengenai

komponen tersebut menurut Miles dan Huberman (1992:16-19) yaitu:

Pertama, Tahap pengumpulan data: peneliti akan melakukan proses aktivitas
pengumpulan data yang bersumber dari wawancara, obsevasi dan dokumentasi
disesuaikan dengan persoalan penelitian yang sedang dibahas.

Kedua, Reduksi data diartikan sebagai proses pemilinan, pemusatan perhatian
pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul
dari catatan-catatan tertulis-ditapangan. Sebapaimana Kita ketahui, reduksi data
berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsurg. Reduksi data bukanlah
suatu hal yang terpisah dari analisis. la merupakan bagian dari analisis.. Pilihan-
pilihan peneliti tentang bagian data mana yang dikode, mana yang dibuang, pola-
pola mana yang meringkas sejumlah.bagian yang tersebar, cerita- cerita apa yang
sedang berkembang semuanyaitu merukan pilihan-pilihan analitis. Reduksi data
merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan,
mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara
sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan

divetifikssi
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Ketiga, Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam
pelaksanaanya penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang
utama bagi analisis kualitatif..yang valid...Penyajian yang dibahas meliputi
berbagai jenis matriks, grafik. jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna
menggabungkan informasi yang: tersusun: dalam suatu bentuk yang padu dan
mudah diraih, dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang
sedang terjadi dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar
ataukahterus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikiaskin

oleh penyajiausebagai suatu yang mungkin.

Keempat, menarik kesimpulan/verifikasi adalah bagian dari suatu kegiatan dari
konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian
berlangsung. Verifikasi itu' mungkin sesingkat-pemikiran kembali yang melintas
dalam pemikiran penganalisis selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada
catatan-catatan lapangan, atau mungkin- menjadi seksama dan makan tenaga
dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran diantara teman sejawat untuk
mengembangkan ‘’kesepakatan intersubjektif,”” atau juga upaya-upaya yang luas
untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.
Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus
menerus. Masalah  reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan/verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai

rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul.
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3.6 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif berupaya mengungkap berupa kondisi perilaku
masyarakat yang diteliti dan situasi lingkungan disekitarnya. Untuk mecapai hal
tersebut, jenis data yang digunakan bervariasi;-diantaranya pengalaman personal,
introfektif, sejarah kehidupan, hasil wawancara, observasi lapangan, perjalanan
sejarah, dan hasil pengamatan visual'yang-menjelaskan momen-momen dan nilai-
nilai rutinitas dan problematic kehidupan setiap individu yang terlibat didalam
penelitian. Untuk memenuhi kebutuhan data yang bereneka ragam tersebut,
penelitian kualitatif menggunakan berbagai metode pengumpulan data seperti
wawancara individual, wawancara kelompok, penelitian dokumen dan arsip, serta
penelitian lapangan. Antar metode satu dengan yang lainnya tidak terpisah, tetapi
saling berkaitan dan saling mendukung untuk menghasilkan data yang sesuai
dengan kebutuhan. Data yang diperoleh dari suatu metode-disilangkan dengan
data yang diperoleh dari melaui metode yang lain sehingga menghasilkan data
yang dapat dipercaya dan sesui dengan kenyataan.

Untuk menjalakan tuntuan metode yang demikian, penelitian kualitatif
menampakan manusia sebagai figure terpenting dalam penelitian. Berbeda dengan
penelitian kuantitatif yang menampakan kuesioner, rumasan matematika, dan
statistic sebagai instrumen pengumpulan dan pengolaan data. Penelitian kualitatif
memposisikan manusia sebagai instrument sebagai penelitian. Peneliti sebagai
manusia berhubungan langsung dan tidak dapat dipisahkan dalam peroses
pengumpulan, analis, dan interperetasi data. Oleh karena itu, realita yang berhasil

digali dan ditemukan melalui penelitian kualitatif sering diaggap bersifat subjektif
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karena sangat tergantung dari kapasitas dan kredibilitas pihak-pihak yang terkait,
baik peneliti maupun informan yang terlibat di dalamnya. Untuk menghindari
temuan yang subjektif, penelitian kualitatif menggunakan bermacam sumber data.

Data penelitian kualitatif.diperoleh dari-sumber data.menggunakan teknik
pengumpulan data yang dapat dikelompokan ke dalam dua katogori, yaitu metode
yang bersifat interaktif dan noninteraktif “Tenik.interaktif terdiri dari wawancara
dan pengamatan berTugas serta, sedangkan noninteraktif meliputi pengamatan
tak berTugas  serta, analisi isi dokumen, dan arsip. Sumber data penelitian
kualitatif adalah manusia dengan perilakunya, peristiwa, arsip, dan dokumen.
perbedaan mendasar penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif adalah
bagaimana informasi (data) dikumpulkan. Data vyang dikumpulkan dalam
penelitian kualitatif adalah prilaku yang nyata berupa penglihatan, pendegaran,
pengajuan pertayaan, dan pengumpulan benda-benda. Oleh“karena itu peniliti
merupakan intrumen kunci langsung bertatap muka dengan orang-orang yang
terlibat dalam penelitian.

Prinsip dalam  pengumpulan data penelitian kualitatif ialah: (1)
menggunakan multi sumber nukti,”. ‘menggunakan banyak informan dan
memerhatiakan sumber-sumber bukti lainya; (2) menciptakan data dasar studi
kasus, mengorganisir dan menggordinasikan data yang telah dikumpulkan,
basanya studi kasus memakan waktu yang cukup lama dan data yang yang
diperolehnya pun cukup banyak sehingga perlu dilakukan pengorganisasian data,

supaya data yang dikumpulkan tidak hilang saat dibutuhkan nantik: dan (3)

Z Mantja, 2007. Metode Penelitian Kualitatif, Rineka Cipta, Jakarta, HIm.52
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memelihara rangkain bukti, tujuan agar bisa ditelusuri dari butik-bukti yang ada,
berkenan dengan studi kasus yang sedang dijalankan, penting ketika menelusuri

kekurangan data lapangan.?

Metode dokumentasi/Studi Pustaka adalah mencari data mengenai
hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar,

majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.> Dengan

® Gunawan, 2016. Penelitian Kualitatif, HIm141-142
* Joko Subagyo, 2011, Metode Penelitian Dalam Teori & Praktek, Jakarta : Rineka Cipta. HIm.
62.

SArikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta, Rineka
Cipta.hal 274.
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demikian yang digunakan sebagai bahan Dokumentasi dalam
penelitian ini berupa setiap bahan tertulis seperti buku, surat kabar,

majalah, leteratur-leteratur lain yang memiliki keterkaitan dengan

g diteliti. ata dan film sekaligus
‘ ‘h‘!“‘ .’é‘ mber data
3 eNng ' :

37

itian bertujuan
agar hasil s la segi. Tenik
pemeriksa

gangguan atau

ini. Karena dengan
perpanjang keikutsertaan dapat menguji ketidakabsahan data
informasi yang dikenal oleh disteri, baik berasal dari diri sendiri

maupun dari responden dan membangun kepercayaan subjek.’

® 1bid
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Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku

yang dapat diamati.

Analisis k

analisis dokumen. Adapun setelah data terkumpul maka selanjutnya dianalisis
dengan deskriftif yakitu analisis dengan menggunakan kalimat-kalimat yang

dipadukan dengan teori-teori yang ada.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1

a (RI) maka
Provinsi ' ¢ a ah gga 950 mengg
abungkan diberi status
daerah Oto at 11 yang dike Bupat 5 kepala daerah
dengan me

1. zamatan Bintan
Galang,

Timur S

2 amatan Karimun,

3. ayah Kecamatan Lingga,
Kecamatan Singkep, dan Kecamatan Senayang.
4. Kewedanan Pulau Tujuh meliputi wilayah Kecamatan Jemaja,

Siantan, Midai, Serasan, Tambelan, Bunguran Barat dan Bunguran

Timur
Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2003
tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau. Wilayah

Kabupaten Lingga mempunyai luas wilayah daratan dan lautan mencapai 211,772

69
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km? dengan luas daratan 2.117,72 km® (1 %) dan lautan 209,654 km? (99%).
Secara adminitrasi pemerintahan Kabupaten Lingga terdiri dari 10 Kecamatan

(Kecamatan Singkep, Kecamatan Singkep Barat, Kecamatan Singkep Selatan,

Lingga

gcamatan

103° 30° -

antara lain:

Berdasarkan data tahun 2017 jumlah penduduk Kabupaten Lingga yaitu
sebesar 88.971 jiwa. dimana jumlah penduduk laki-laki lebih mendominasi
sebesar 45.365 jiwa sedangkan jumlah penduduk perempuannya yaitu sebesar

43.606 jiwa. Jumlah penduduk tertinggi di Kabupaten Lingga berada di



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

71

Kecamatan Singkep yaitu sebesar 21.888 jiwa dan yang terkecil berada di

Kecamatan Singkep Selatan yaitu sebesar 1.977 jiwa. *

Iklim di daerah tersebut mempunyai sifat-sifat yaitu suhu rata-rata 26,8°

kecilnya adalah'penda bergabung melebur be masyarakat setempat
dan para penda . : ) an tradisi dan adat

mereka. De

yang sangat kuat, sehingga menjadikan Islam sebagai budaya melayu atau melayu
identik dengan Islam. Pemuka adat, pemuka adama dan pemuka masyarakat
masih menjadi panutan penduduk dalam lingkungannya, mereka masih dianggap
pemimpin informal yang selalu diminta pendapatnya dalam berbagai kondisi.

Bahasa dan status masih terkait dengan tingkatan keturunan, seperti Tengku, Said,

! Lingga dalam angka tahun 2017
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Raja, Datuk, Encik, Wan dan sebagainya. Pengaruh keturunan ini sangat terlihat

berpengaruh dalam berbagai adat istiadat, terutama dalam upacara perkawinan.

Sarana transportasi dalam percepatan pertumbuhan ekonomi adalah

Pada pelabuhan Ro-Ro Jago dapat 4 ( Empat ) Tujuan dengan 3 ( Tiga
) Kapal yakni KMP. Sembilang. KMP. Kundur, dan KMP. Paray, Berikut jadwal

keberangkatan kapal pada pelabuhan Ro-Ro Jagoh.
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Tabel. 4.1
Jadwal Keberangkatan Kapal Roro Melalui

Pelabuhan Penyeberangan Roro Jagoh

No Minggu
1
20.00
09.00
2
3
08.30
Penarek
Penarek — 15.30 | 15.30
Dabo

Dari jadwal diatas bisa disimpulka pelabuhan Jagoh Singkep untuk saat ini
memiliki ( 4 ) empat rute yakni Batam, Kuala Tungkal, Tanjung Pinang, serta
Penarik, dari keempat rute tersebut hanya kapal dengan tujuan Penarik yang

memiliki jadwal setiap hari.

Untuk melihat pelaksanaan tugas dinas perhubungan dalam pelayanannya

pada angkutan laut merupakan sarana perhubungan yang sangat vital dan strategis
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bagi masyarakat Kabupaten Lingga sebagai daerah kepulauan. Oleh karena itu,
maka pembangunan di bidang pelayaran terus ditingkatkan dan diperluas

termasuk penyempurnaan manaje-men dan dukungan fasilitas pelabuhan.

o

4.2

Uai

=

mi
)]
—t
QD
-h
g
>
QD
w

Kepala D
Perhubungan
Berik

kelamin, ti

LARER ALY
g

Distribusi identitas responden be an jenis kelamin Penelitian Tentang
Pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan Dalam Penerapan Standard
Pelayanan Pelabuhanan Angkutan Penyebrangan Roro Jagoh Di Kecamatan
Singkep Barat Kabupaten Lingga

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%0)
Laki-laki 14 78%
2 Perempuan 4 22%
Jumlah 18 100%

Sumber: Olahan data Penelitian, 2019
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Dari tabel 4.2 tersebut secara keseluruhan terlihat bahwa jumlah responden
yeng berjenis kelamin laki-laki berjumlah 14 orang dengan persentase 78%,

sedangkan responden perempuan berjumlah 6 orang dengan persentase 22%. Dari

kemampuan da elitia - melihat P s Perhubungan
serta me

responden be

No Usia (tal ‘ ' Persentase (%0)
1 | <20 Tahun 0%
2 | 21-30 Tahun 5 27 %
3 | 31-40 Tahun 9 50 %
4 | >40 Tahun 4 23 %
Jumlah 18 100 %

Sumber: Olahan data Penelitian, 2019
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Dari tabel 4.3 diatas dapat diketahui bahwa tingakat umur responden yang

berumur <20 tahun berjumlah 0 orang yang berarti 0%, umur 21-30 tahun

berjumlah 5 orang dengan persentase 27%, umur 31-40 tahun berjumlah 9 orang

itu sangat penting. Untuk melihat Pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan Dalam
Penerapan Standard Pelayanan Pelabuhan Angkutan Penyebrangan Roro Jagoh Di
Kecamatan Simgkep Barat Kabupaten Lingga. Dalam penelitian ini, tingkat
pendidikan responden berbeda beda satu sama lain. Pendidikan responden
merupakan salah satu kriteria yang sangat penting, karena tingkat pendidikan

mempengaruhi tingkat analisa dan penjelasan informasi untuk  melihat
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Pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan Dalam Penerapan Standard Pelayanan
Pelabuhan. Sehingga identitas reponden berdasarkan tingkat pendidikan

merupakan salahsatu kriteria yang wajib dipenuhi.

Tingkat pendidi ntuk nan Tugas Dinas
Perhub iti ita li i

Distri I é@hﬁ&smwnﬁﬂ enelitian

Pela g R tandard
Pelayan _ Kecamatan
No I a sentase (%0)
1 |SD = = 0%

2 [ smpP | =1 0= 0%

3 |SM — —— 67%

4 | DIPL 5%

5 | SARJ NB 28%

6 | PASCA 0%

Ju 100%

Sumber: Olahan data ian,

Dari tabel 4.4 dapat di reponden dengan pendidikan SD
berjumlah 0 orang yang berarti besar persentasinya adalah 0%, tingkat pendidikan
SMP/SLTP berjumlah 0 orang dengan persentasi 0%, tingkat pendidikan
SMAJ/SLTA berjumlah 12 orang dengan persentase 67%. Untuk tingkat Diploma
berjumlah 1 orang dengan persentase 5%, tingkat sarjana/ S1 berjumlah 5 orang
dengan persentase 28%, sedangkan pada tingkat pendidikan Pasca sarjana/S2

berjumlah 0 orang dengan persentase 0 %.
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Dari data tabel tersebut, kita dapat lihat bahwa tingkat pendidikan

SMA/SLTA mendominasi tingkatan pendidikan responden untuk melihat peran

pelayanan dinas perhubungan penelitian ini. Dan dapat disimpulkan bahwa tingkat

unsur masyarakat yang menerima peleayanan publik maupun unsur institusi
pemerintah yang meleksanakan perosen penyelenggaraan pelayanan publik, dan
hal ini merupakan suatu gejala umum yang terjadi pada proses pelayanan publik
yang dilaksanakan oleh institusi pemerintah.

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan dengan jelas tentang

pengertian dari pelayanan, yakni “Pelayanan adalah suatu-usaha untuk membantu
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menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan oleh orang lain. Sedangkan
pengertian service dalam Oxford (2000) didefinisikan sebagai “a system that

provides something that the pulic needs, organized by the government or a private

C " anan menurut
~
@ auserangkaian
[
) yan apa terjadi sebagai

pelayanan
Gronross (

aktivitas ya

akibat dari adanya se ara ': NS membutuhkan

bersifat tidak berwujud secara nyata yang merupakan hasil dari suatu proses
interaksi antara unsur konsumen sebagai penerima pelayanan dengan unsur
karyawan sebagai orang pemberi pelayanan. Pelayanan juga merupakan sesuatu

yang disediakan atau dipenuhi oleh unsur perusahaan sebagai suatu bentuk

% Gronross ,1990 konsep pelayanna, Hal 27
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pemecahan permasalahan dan dalam upaya pemenuhan dari berbagai bentuk

kebutuhan dari unsur konsumen atau pelanggan.

Terkait dengan konsep atau pengertian tentang pelayanan, maka Soetopo

dari suatu
orang lain
sejumlah ¢

dimiliki da

%‘\‘m\”i‘ﬁ‘%\

e
¥ 8

berpartisipas

QD

usaha dari unsur manusia yang menggunakan peralatan dalam memenuhi

berbagai bentuk kebutuhannya dalam kehidupan "3
Definisi tentang konsep dari pelayanan yang diberikan oleh Soetopo di
atas terlihat lebih menekankan kepada adanya suatu prose, atau rangkaian dari

berbagai kegiatan/aktivitas yang diselenggarakan oleh unsur institusi birokrasi

% lvancevich, dkk , 1997 manajemen peleyanan, Hal. 448
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pemerintah untuk memenuhi segala bentuk kebutuhan dari unsur masyarakat,
sehingga pada hakekatnya pelayanan menjadi hak bagi unsur masyarakat yang

membutuhkannya, sedangkan pelayanan bagi unsur pemerintah merupakan suatu

Jinkan pelyanna
yang berku Gebler (1995),
sedangkan itidak produktif
(birokratis), ‘ e orientasi  kepada

pelanggan.

tercermin dari :
1) Transparansi, yaitu pelayanan yang bersifat terbuka, muda dan dapat
diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disertakan secara

memadai serta semua dimengerti;
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2) Akuntabilitas, yaitu pelayanan yang dapat dipertanggung jawab,
pelayanan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

dengan kondisi dan

)
h““ .& p. berpegang

pembangunan dan pelayana agai bent ugas umum pemerintah untuk
mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Birokrasi merupakan instrument
pemerintah. Untuk mewujudkan pelayanan publik yang efisien dan efektif dan
berkeadilan. Transparan dan akuntabel. Hal ini berarti untuk melaksanakan fungsi
pemerintah dengan baik makaorganisasi birokrasi harus professional,aspiratif, dan

memiliki daya tanggap yang tinggi terhadap masyarakat yang dilayani agar

masyarakat pengguna jasamerasa puas terhadap pelayanan yang diterimanya
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Di Kecamatan singkep barat pelaksanaan fungsi pemerintahan dalam hal
pelayanan publik pada pelaksanaan tugas dinas perhubungan dalam pelayanan

pelabuhan angkutan penyebrangan roro jagoh di kecamatan singkep barat

Pelayanan ' Pela s s melalui hasil

penelitian s

1. Trans

Pelayana ang - @ : an Tugas Dinas
Perhubunga n Roro Jagoh di
Kecamatan S layanan yang terbuka
sengaja dilakuk ._dan dapat diakses oleh
semua pihak yang a memadai serta mudah
dimengerti.

Adapun hasil Observasi atau pengamatan yang dilakukan peneliti
dilapangan berkaitan dengan Transparansi pelayanan yang bersifat terbuka,
mudah dan dapat di akses, disediakan serta secara memadai dan mudah untuk

dimengerti, dalam observasi yang dilakukan penulis belum menemukan

keterbukaan tersebut, namun untuk beberapa pelayanan lain sudah ada bisa dilihat
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seperti pegawai yang bekerja dan jumlah tenaga namun secara keseluruhan
keterbukaan informasinya belum optimal.

wawancara yang diperoleh dengan kepala Dinas Perhubungan dengan
pertanyaan sebagai berikut :Apakah menurut.Bapak ada transparansi Pelaksanaan
Tugas _Dinas Perhubungan Dalam Penerapan Standard Pelayanan. Pelabuhan
Angkutan Penyebrangan Roro-Jdagoh :DiZKecamatan Singkep Barat Kabupaten
Lingga ?

Adapun jawaban dari Kepala Dinas Perhubungan yaitu

“Dinas perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan
dalam bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah, tugas dinas
perhubungan adalah membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan
dibidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan
yang diberikan-kepada kabupaten. Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan
urusan pemerintahan di bidang.perhubungan, meliputi urusan pelayaran namun
dalam melakukan pelayanan pelabuhan angkutan penyebrangan masih banyak
kekurangan dalam pelaksanaan pelayanannya (Senin 21 Juli 2019 PUKUL
10.46 WIB)

Sebagaimana yang dikatakan ©leh Kabid Perhubungan Darat pada Tanggal

21 Juli 2019 dengan pertanyaan sebagai berikut :

Apakah menurut Bapak/lbu ada Transparansi dalam Tugas Dinas
Perhubungan Dalam “Penerapan Standard. Pelayanan Pelabuhan Angkutan
Penyebrangan Roro Jagoh Di Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga ?

“Transparansi atau keterbukaan berarti keputusan yang diambil dan
pelaksanannya dilakukan dengan cara atau mekanisme yang mengikuti aturan
atau regulasi yang ditetapkan oleh lembaga transparansi juga bisa berarti bahwa
informasi yang berkaitan dengan organisasi tersedia secara mudah dan bebas
serta bisa diakses oleh mereka yang terkena dampak kebijakan yang dilakukan
oleh organisasi,transparansi dalam melakukan pelayanan pelabuhan angkutan
penyeberangan sudah dilakukan namun belum terlaksana dengan baik karna tiket
yang ada di pelabuhan terkadang tidak memadai untuk masyarakat yang ingin
melakukan penyebrangan sehingga mereka menunda untuk melakukan
penyebrangan. Disamping itu terkait dengan keberangkatan kapal terutama
tujuan Batam,Kuala tungkal dan Tanjung Pinang, jam keberangkatan kapal yang
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tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. (Senin 21 Juli 2019 PUKUL
10.46 WIB)

Selanjutnya Penulis masih ingin mendapatkan informasi yang berkaitan
dengan pelayanansDinas Perhubungan oleh. sebab itu penulis masih melakukan
wawancara dengan Sekretaris , dimana pertanyaannya adalah :

Bagaimana standar Pelayanan' atau: yang .di sebut SOP yang digunakan
Dinas dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan Dalam Penerapan Standard
Pelayanan Pelabuhan Angkutan Penyebrangan Roro Jagoh Di Kecamatan Singkep
Barat Kabupaten Lingga?

Sebagaimana yang dkatakan oleh Sekretaris Dinas Perhubungan pada
Tanggal 21 Juli2019 sebagai berikut :

“Stanndar Oprasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang berkaitan
dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyeleselaikan suatu
pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari
para pekerja dengan biaya ‘yang/serendah-rendahnya. SOP biasanya terdiri
manfaat, kapan dibuat atau direvisi, metode penulisan prosedur, serta diengkapi
oleh bagan flowchart di bagian akhir. Pelayanan tugas dinas perhubungan dalam
pelayanan pelabuhan angkutan penyebrangan Roro Jagoh di Kecamatan Singkep
Barat Kabupaten Lingga belum terlaksana dengan. baik sesuai dengan SOP.
”(Wawancara pada Selasa, 21 Juli 2019 ).

Penulis masih ingin mendapatkan informasi yang berkaitan dengan
pelayanan Dinas Perhubungan dalam pelayanan pelabuhan angkutan

penyeberangan oleh sebab itu penulis masih melakukan wawancara dengan

masyarakat dengan pertanyaan yang sama dimana pertanyaannya adalah :

Bagaimana menurut Bapak tugas yang dilakukan dalam Pelayanan

Angkutan Penyebrangan Roro Jagoh oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lingga
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Sebagaimana yang dikatakan penumpang pada Tanggal 21 Juli 2019 dengan
jawaban yang sama sebagai berikut :

“Dalam pelayanan angkut penyebrangan Roro Jagoh oleh Dinas
perhubungan mereka. menjalakan tugasnya dengan baik namun terkadang dalam
pelayanan juga mereka tidak bisa memuaskan-kami dalam arti terkendala dalam
soal tiket, jam keberangkatan penyeberangan *(Wawancara pada Selasa, 21
Juli 2019).

Masih untuk mendapatkan informasi mengenal pelayanan tugas dinas
perhubungan dalam pelayanan pelabuhan angkutan penyebrangan Roro Jagoh Di
Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga pada tanggal 22 Juli 2019, dengan
pertanyaan :Bagaimana menurut Bapak Keseimbangan Hak yang digunakan
dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan Dalam Penerapan Standard
Pelayanan Pelabuhan Angkutan. Penyeberangan Roro Jagoh Di Kecamatan
Singkep Barat Kabupaten Lingga? Adapun jawaban dari staf Dinas Perhubungan
Kabupaten Lingga yang bisa“penulistrangkum-untuk melihat pelayanan Dinas
Perhubungan bentuk wawancara sebagai berikut :

“keseimbangan hak dalam pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan yang
mana yang saya lihat bahwa masih belum adanya keseimbangan karna yang
namanya seimbang itu tidak ada yang merasa keberatan antara pihak yang satu

dan yang lainnya sehingga semua.orang yang melakukan pelayanan dan di layani
akan merasa puas dengan hasilnnya. * (Wawancara pada Selasa, 22 Juli 2019

).

Sedangkan berdasarkan hasil observasi dilapangan, penulis melihat untuk
melihat Pelayanan Dinas Perhubungan kategori ataupun indikator transparansi
untuk  melihat Pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan dalam pelayanan
pelabuhan angkutan Roro jagoh Di Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga

untuk melihat pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan sejauh ini berupaya
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melakukan Transparansi dinilai masih sangat minim dimana belum terjadinya
hubungan yang harmonis antara staf dengan atasan dan atasan dengan staf namun

sudah dilaksanakan akan tetapi belum secara keseluruhan oleh sebab itu masih

an Observasi
tersebut dan Da as : s Perhubungan
an tugas dinas
buhan  angkutan
abupaten Lingga

indikator

trnasparansi sudah berjalan dengan sesuai edengan peraturan perundang -—
undangan yang berlaku tetapi pemahaman terkait keterbukaan publik masih

minim..
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2. Akuntabilitas

Yang dimaksud akuntabilitas untuk melihat pelayanan Dinas Perhubungan
penelitian ini adalah penggunaan akuntabilitas manusia untuk mencapai tujuan-
tujuan individu maupun organisasi_melalui akuntabilitas .

Sesuai teknik pengumpulan data yaitu penulis melakukan obsevasi utama
berkaitan dengan akuntabilitas,yang'mana 'dapat dieprtanggungjawabkan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan penulis mengamati terkait pertanggung
jawaban masih dikategorikan pada pelayanan yang kurang. Namun untuk
beberapa aktivitas lain sudah bisa dipertanggungjawabkan tapi belum optimal.

Berikut hasil wawancara yang diperoleh dengan Kepala Dinas Perhubungan
, pada tanggal-21 Juli 2019 , dengan pertanyaan : Bagaimana menurut Bapak
Akuntabilitas yang digunakan dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan
Dalam Pelayanan Pelabuhan-Angkutan Penyebrangan Roro Jagon Di Kecamatan
Singkep Barat Kabupaten Lingga?

Adapun jawaban dari Kepala Dinas Perhubugan yaitu :

“ akuntabilitas adalah suatu peningkatan dari rasa tanggung jawab, suatu
yang lebih tinggi mutunya dari suatu tanggung jawab sehingga memutuskan
atasan. Selain itu akuntabilitas adalah..cocok atau sesuai dengan yang
diharapkan oleh oranglain tentang keputusan dan tingkah yang diambil. Dinas
Perhubungan dalam melaksanakn akuntabilitas masih jauh dari kata baik karna
sebagian dari staf belum memiliki rasa tanggung jawab atas suatu pekerjaannya
terutama dalam melayani masyarakat yang ingin berpergian menggunakan
angkutan penyebranan terkadang disana staf tidak bertanggung jawab untuk
meleyani dengan baik”.(Senin 21 Juli 2019 PUKUL 10.46 WIB)

Sebagaimana yang dkatakan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten

lingga pada Tanggal 21 Juli 2019 dengan pertanyaan sebagai berikut :
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Bagaimana menurut Bapak Kesamaan Hak yang digunakan dalam
Pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan Dalam Pelayanan Pelabuhan Angkutan
Penyebrangan Roro Jagoh Di Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga?

“kesamaan.hak adalah sesuatu yang.,mutlak harus.di terima oleh orang
banyak. Jika® ada sekelompok orang, di mana mereka tidak mendapatkan
persamaan haknya, maka sekelompok orang itu akan merasa tidak dianggap
persamaan hak seseorang dari sejak lahir. Namun kesamaan hak yang di
gunakan dalam pelaksanaan,tugas: dinas; ;perhubungan dalam pelayanan
pelabuhan angkutan penyebrangan Roro Jagoh ‘Seperti yang saya lihat bahwa
belum berjalan dengan baik karna masih adanya beberapa orang tidak diberikan
kesamaan hak, dari yang saya lihat pula mereka tidak diberikan kesamaan hak
karna ada keluarga terdekat mereka juga membutuhkan hal tersebut, jadi dia
lebih didahulukan dari pada yang lain. (Senin 21 Juli 2019 PUKUL 10.46
WIB)

Selanjutnya Penulis masih ingin mendapatkan informasi yang berkaitan
dengan peranan Pelayanan Dinas. Perhubungan oleh sebab itu penulis masih
melakukan ~wawancara dengan Sekretaris Dinas  Perhubungan dimana
pertanyaannya adalah : Menurut ' Bapak |Bagaimanakah koordinasi yang dilakukan
antara pemerintah Daerah dan pemerintah kecamatan dalam proses Pelaksanaan
Tugas Dinas Perhubungan Dalam Penerapan Standard Pelayanan Pelabuhan
Angkutan Penyebrangan Roro Jagoh Di Kecamatan Singkep Barat Kabupaten
Lingga

Sebagaimana yang dkatakan oleh Bapak Sekretaris Dinas perhubungan
pada Tanggal 21 Juli 2019 sebagai berikut :

“sejauh ini yang saya lihat, koordinasi yang dilakukan pemerintah daerah
dan pemerintah kecamatan dalam proses Pelaksanaan Tugas dinas perhubungan
dalam peleyanan pelabuhan Roro Jagoh sudah baik, kita lihat dari standar

oprasionalnya disana kita lihat bahwa koodrinasi mereka dalam mencapai
SOP. ”(Wawancara pada Selasa, 21 Juli 2019 ).
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Penulis masih ingin mendapatkan informasi yang berkaitan dengan staf
Pelayanan Dinas Perhubungan dalam menegakkan pelayanan oleh sebab itu
penulis masih melakukan wawancara dengan masyarakat dimana pertanyaannya
adalah :Apa hambatan-hambatan.yang dihadapi dalam menjalankan tugas Dinas
Perhubungan tersebut?

Sebagaimana yang dkatakan oleh staf pada Tanggal 21 Juli 2019 dengan
jawaban yang sama sebagai berikut :

“Dalam menjalankan tugas sebagai Dinas Perhubungan tersebut ada
beberapa hambatan yang dihadapi diantaranya adalah bahwa tugas tersebut
dihadapkan pada pertimbangan sesama staf tertentu menjadi rumit untuk
memberikan tindakan, hal ini lebih kepersoalan rasa dan hati, sehingga
bagaimanapun sulit untuk melakukan ketegasan dalam menjalankan tugas
tersebut maka yang selalu dikedepankan adalah pendekatan persuasive agar
secara bersama-sama untuk menjalankan kewajiban sebagai staf. "(\Wawancara
pada Selasa, 21:Juli 2019 ).

Sedangkan berdasarkan hasil observasi dilapangan, penulis melihat untuk
Penerapan standard pelayanan Dinas. Perhubungan Kkategori ataupun indikator
Akuntabilitas untuk - melihat Pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan dalam
penerapan standard pelayanan pelabuhan angkutan penyebrangan Roro Jagoh
Kecamatan singkep barat “‘Kabupaten. Lingga sejauh ini berupaya melakukan
akuntabilitas agar dapat dinilai masih sangat minim dimana belum terjadinya
hubungan yang harmonis antara Staf dengan atasan dan atasan dengan Staf namun
sudah dilaksanakan akan tetapi belum secara keseluruhan oleh sebab itu masih
perlunya akuntabiitas agar dapat dikatakan berperan yang baik sehingga

pemberdayaan guna meningkatkan kualitas dari Staf Dinas Perhubungan dapat

terlaksana dengan baik.
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Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan Observasi
tersebut dan Dari pemaparan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan

yang Ada di Kabupaten Lingga tersebut, penulis menganalisa bahwa

dan mengamati

pada indikator

Qg angkatan. Ada yang memang pas

pada jadwal ada yang tidak p ‘
Berikut hasil wawancara yang diperoleh dengan kepala dinas perhubungan,

pada tanggal 21 Juli 2019 , dengan pertanyaan : Bagaimanakah Pelayanan Dinas
Perhubungan terhadap kasus atau pengaduan  dari staf apakah  Dinas

Perhubungan berperan langsung atau hanya menunggu pengaduan ?

“menurut saya Pelayanan Dinas Perhubungan berperan selama ini bersifat
dalam menunggu pengaduan yang disampaikan kepada Dinas Perhubungan”
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Sebagaimana yang dikatakan oleh Staf pada Tanggal 21 Juli 2019 sebagai
berikut

“Jawaban yang sama sejauh ini Pelayanna Dinas Perhubungan bertindak
atau berperan ya ketika ada pengaduan dan kalau dikatakan inovasi belum ada
inovasi dalam penegakan kode etik” ..

Berikut hasil wawancara.yang diperoleh-Kabid Perhubungan Darat Dinas
Perhubungan, pada tanggal 21 Juli 2019 , dengan pertanyaan :

Menurut bapak bagaimana'dengan: sarana dan prasarana dan apa yang
menjadi kendala bagi Pelayanan Dinas Perhubungan dalam menindak lanjuti
pengaduan atau penegakan kode etik ? Sebagaimana yang dkatakan oleh Kabid
Perhubungan Darat Dinas Perhubungan pada Tanggal 21 Juli 2019 sebagai
berikut :

“menurut saya kendala terbesar itu adalah fasilitas yang tidak tersedia
seperti fasilitas - yang ada dipelabuhan,tiket, .areal parkir karena keterbatasan
untuk melengkapi itu semua. Sehingga keterbatasan itu menjadi alasan bagi
Dinas Perhubungan yang belum bisa menjalankan tugasnya secara optimal..

Masih untuk mendapatkan informasi mengenai kondisional penulis
mencoba menguraikan hasil wawancara yang diperoleh dari lapangan dengan Staf
pada tanggal 22 Juli 2019, dengan pertanyaan : Bagaimana kondisional pelayanan
yang diberikan oleh Dinas Perhubungan kepada masyarakat ?

Adapun jawaban dari Staf Dinas Perhubungan yang bisa penulis rangkum

untuk melihat tugas Dinas Perhubungan dalam bentuk wawancara sebagai berikut

“untuk saat ini kondisi pelayanan masih belum ada yang berubah ataupun
tambahan ” (Wawancara pada Selasa, 22 Juli 2019 ).
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Selanjutnya untuk memperkuat dan mencocokkan antara jawaban
Kabupaten Lingga dengan masyarakat maka penulis merasa perlu untuk
melakukan wawancara kembali dengan penumpang atau masyarakat terkait hal
kondisional dengan  pertanyaan. yang sama terkait bagimana kondisional
pelayanan yang diberikan Dinas Perhubungan di pealabuhan Roro ini ?

Adapun jawaban dari-Penumpang /atau, masyarkat yang bisa penulis
rangkum umtuk melihat tugas Dinas Perhubungan dalam bentuk wawancara
sebagai berikut:

“untuk saat ini kondisi pelayanan biasa — biasa aja.Yang kami keluhkan
adalah terkait dengan jadwal atau waktu pasti keberangkatan. Ini yang sering
berubah — rubah. Di jalwal berangkat jam 5 sore tapi kenyataannya kapal
berangkat jam 10 malam Sehingga kami lebih banyak menunggu di pelabuhan.
(Wawancara pada Selasa, 22 Juli 2019 ).

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan staf Dinas Perhubungan
yang terkait hal akuntabilitas /1 dimana. penulis melakukan wawancara pada
tanggal 22 Juli 2019 dengan pertanyaan sebagai berikut : Bagaimana Komitmen
Pelayanan Dinas Perhubungan dalam menjalankan tuganya yang sesuai dengan
aturan kode etik dalam penegakan disiplin staf ?

Adapun jawaban dari staf'yang bisa penulis rangkum untuk melihat peran
Pelayanna Dinas Perhubungan bentuk wawancara juga sebagai berikut :

“saya melihat Pelayanan Dinas Perhubungan belum melaksanakan
tugasnya secara optimal, permasalahannya bukan semata-mata karena fasilitas
yang tidak tersedia, tetapi karena komitmen Pelayanan Dinas Perhubungan itu
belum sepenuhnya berkomitmen, memang teradap pengaduan telah diproses dan
di respon namun hasilnya belum seperti apa yang diharapkan, kalau dijadikan
fasilitas yang tidak tersedia sebagai alasan untuk tidak berperan namun jika
berkomitmen itu jauh lebih penting, tentu dengan kondisi apapun, Pelayanan

Dinas Perhubungan akan bisa melaksanakan tugasnya, kemudian saya melihat
belum ada kekompakan antara staf Pelayanan Dinas Perhubungan satu dengan
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staf Pelayanna Dinas Perhubungan lainnya, sehingga itu menjadi kendala
Pelayanna Dinas Perhubungan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kaena
tanpa komitmen yang tinggi maka tugas Pelayanna Dinas Perhubungan itu, tidak
akan dapat dilaksanakan secara optimal, secara regulasi Pelayanan Dinas
Perhubungan sudah cukup alat untuk menjalankan tugasnya tentang tatacara
berbicara Pelayanan.Dinas Perhubungan pun sudah ditetapkan, untuk menjadi
pedoman dasar bagi Pelayanna.Dinas Perhubungan dalam menjalankan tugas-
tugasnya.” (Wawancara pada Selasa, 22 Juli 2019).

Wawancara kembali _dengan’ Kepala; Dinas Perhubungan terkait hal
akuntabilitas , dimana penulis melakukan wawancara pada tanggal 22 Juli 2019
dengan pertanyaan sebagai berikut : Bagaimana menurut Bapak peran dan Kinerja
Dinas Perhubungan ?

Adapun jawaban dari Kepala Dinas Perhubungan yang bisa penulis
rangkum untuk melihat peran Pelayanna Dinas Perhubungan bentuk wawancara
juga sebagai berikut :

“jika ditanya peran, dan tugasnya menurut saya“ Pelayanan Dinas
Perhubungan sudah menjalankan:tugasnya, dilthat dari beberapa masalah sudah
mereka respond an proses, namun disini yang lemah segi _hasilnya yang belum
tampak, hasil dari tindak lanjut kasus yang diproses, ya seperti dalam atribut
atau pakaian masih banyak staf yang tidak memakai seragam.” (Wawancara
pada Selasa, 22 Juli 2019 ).

Selanjutnya berdasarkan ebservasi dan wawancara yang di paparkan diatas
maka penulis melakukan analisa penelitian berkaitan dengan indikator kondisional
yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan
sesuai prinsip efisiensi dan efektivitas suatu pelayanan pada indikator kondisional
belum berjalan optimal artinya kondisional yang dilakukan pada pelayanan roro

jagoh belum berjalan optimal.Disamping itu masih ada keluhan dari penumpang

atau masyarakat terkait dengan jam keberangkatan yang sering berubah — ubah.
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4, Partisipatif
Yang dimaksud dengan partisipatif adalah keperan sertaan semua anggota

atau wakil-wakil masyarakat untuk ikut membuat keputusan adalah

partisipatif

kebutuhan

pelayanan yang dipungut biaya) ?

Adapun jawaban dari Kepala Dinas Perhubungan yaitu :

“ Biaya yang dibebakan pada setiap pelayanan, salah satunya pada
pelayanan retribusi tiket masuk pelabuhan yang berbeda antara penumpang,
kendaraan roda dua dan roda empat atau lebih ,harga yang ditetapkan ini bisa
saja naik dalam sewaktu-wakzu .



96

Selanjutnya penulis masih ingin mendapatkan informasi yang berkaitan
dengan pelayanan Dinas Perhubungan oleh sebab itu penulis masih melakukan
wawancara dengan Kabid Perhubungan Darat, pada Tanggal 22 juli 2019, dengan
pertanyaan : “Bagaimana pelayanan yang diberikan bersifat.gratis pada pelayanan

pelabuhan ?”

Sebagaimana yang.telah ‘dikatakan oleh“kepala Dinas Perhubungan pada

Tanggal 22 juli 2019 dengan jawaban sebagi berikut :

“Dalam pelayanan yang bersifat gratis pada pelayanan pelabuhan kita
menurut saya masih kurang bukan dari pelayanan namun dari segi fasilitas yang
disediakan tidak memadai untuk penumpang yang akan berpergian, salah satu
pelayanan gratis yang diberikannya adalah parkiran kendaraan yang mana
masih belum memadai’’.

Sedangkan hasil observasi dilapangan, penulis melihat pelayanan Dinas
Perhubungan untuk kategori.atau indikator pertisipatif untuk-melihat pelayanan
dinas dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan Dalam Pelayanan Pelabuhan
Angkutan Penyebrangan Roro Jagoh Di Kecamatan Singkep Barat Kabupaten
lingga. Yaitu ikut sertanya masyarakat di sekitar pelabuhan roro dengan
memberikan pelayanan berupa jasa angkut barang dari terminal penumpang ke
dalam kapal. sejauh ini berupaya melakukan partisipatif terjadinya hubungan yang
harmonis antara Dinas Perhubungan dan Masyarakat sekitar, atasan dengan staf
namun sudah dilaksanakan akan tetapi belum secara keseluruhan oleh sebab itu
masih perlunya partisipatif agar dapat dikatakan kondisional yang baik sehingga
untuk meningkatkan kualitas dari pelayanan kabupaten Lingga dapat dapat

terlaksana dengan baik.
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Berdasarkan hal tersebut diatas, dari pemaparan hasil wawancara dengan
responden yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Lingga tersebut, penulis

menganalisa belum berjalan dengan optimal.

5.
” ang meliputi
hak azasi asi social dan
g sama dalam
hukum dan pen han serta hak azasi : cara peradilan
dalam UUD )

Kesamaan Hak,
yang dilaku aan hak disini
pelayanan dit khususnya suku,
ras, melihat dari hasil

Perhubungan, pada Tanggal 22 ju 9, dengan Pertanyaan : Menurut Bapak
bagaimana dengan daftar produk layanan yang dihasilkan dari setiap jenis
pelayanan ?

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten
Lingga pada Tanggal 22 juli 2019 sebagai berikut :

“Daftar produk layanan yang dihasikan dari setaip pelayanan ini biasanya
dilakukan laporan di setiap bulannya di dalam pelaporan tersebut mencatat
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setiap pelayanan yang dilakukan dalam pelayanan baik dari penjualan retribusi
tiket masuk pelabuhan, kapal yang sandar dll.

Berikut hasil wawancara yang diperoleh dengan penumpang, pada Tanggal
22 juli 2019, dengan Pertanyaan : Menurut Ibu bagaimana dengan kesamaan hak
layanan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan dalam Pelayanan di Pelabuhan
Roro jagoh 2

Sebagaimana yang dikatakan oleh penumpang pada Tanggal 22 juli 2019
sebagai berikut :

“pada waktu keberangkatan dapat terlihat bahwa penumpang yang
mempunyali faktor kedekatan baik itu saudara ataupun teman lebih di dahulukan
untuk masuk ke kapal, sedangkan kami yang orang biasa ikut aturan aja. Begitu
juga dengan pembelian tiket. Kami terpaksa berdiri untuk ngantri beli tiket
sedangkan mereka bias langsung dapat tiket dengan bantuan dari petugas yang
berada di tempat penjualan tiket tersebut.

Dari keterangan diatas baik hasil observasi maupun hasil wawancara maka
penulis menganalisis atau dapat " menarik suatu kesimpulan dari indikator
kesamaan hak dimana untuk pelayanan yang diberikan sudah cukup baik namun
belum optimal karna disisi kesamaan hak penulis melthat untuk penumpang yang
sedikit ada titipan dan yang banyak titipan juga sedikit dibedakan namun disini
hak untuk mendapatkan pelayanan sudah sama dan cukup baik namun belum

optimal.

6. Keseimbangan Hak
Keseimbangan hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan
penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Selanjutnya penulis melihat dan

mengamati unsur indikator kesamaan hak, yang dilakukan melalui
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Wawancara.Kepala Dinas Perhubungan Kecamatan Singkep Barat Kabupaten
Lingga, pada Tanggal 22 juli 2019, dengan pertanyaan : Menurut Bapak
bagaimana dengan mekanisme pengelolaan pengaduan di Dinas Perhubungan ?

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten
Lingga pada Tanggal 22 juli 2019 sebagai berikut :

“Dalam pengelolaan pengaduan kami telah menyediakan kotak saran
sebagai tempat para masyarakat,staf -dan jpenumpang untuk memberikan
pengaduannya kepada,’kami melalui kotak saran tersebut, namun yang terjadi
kotak saran tersebut tidak ada yang memanfaatkannya, terkait hal tersebut
teknologi ~ juga terus berkembang maka tempat pengauannya juga
diperkembangkan melaui website karna pengaduan yang dalam bentuk kotak
saran/ kotak pengaduan tidak terlaksana jadi yang berbasis website tidak
digunakan.

Sedangkan berdasarkan hasil observasi dilapangan, penulis melihat untuk
melihat Pelaksanaan tugas .Dinas Perhubungan kategori ataupun indikator
kondisional = masih sangat minim dimana belum terjadinya hubungan yang
harmonis antara staf dengan dengan staf:namun-sudah dilaksanakan akan tetapi
belum secara keseluruhan oleh sebab itu masih perlunya agar dapat dikatakan
berperan yang baik sehingga staf Dinas Perhubungan Kabupaten Lingga dapat
terlaksana dengan baik, terkait ‘dengan transparansi responsivitas dari yang
ditindak lanjuti juga sangat perlu.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan Observasi
tersebut dan dari pemaparan hasil wawancara tersebut, penulis menganalisa
bahwa pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan dalam Penerapan Standard
pelayanan Angkutan Penyeberangan Roro jagoh Di Kecamatan Singkep Barat

Kabupaten Lingga sudah berjalan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh
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Dinas Perhubungan, namun ada beberapa hambatan dalam penerapan standard

tersebut.

4.4  Hambatan Pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan dalam Pelayanan

terjadi hambatan-hamabatan.

Hambatan Pelayanan Dinas Perhubungan dalam menjalankan tugas juga
dirasa berat karna akan berhadapan dengan teman-teman sesama staf, bahkan
pimpinan Dinas Perhubungan yang apabila mereka melakukan pelanggaran kode
etik, lemahnya Tata tertib dan kode etik merupakan suatu hal yang erat kaitannya

dengan sikap dan moral perilaku seseoarang dan merupakan norma dan asas yang
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diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Kode etik
merupakan suatu bentuk aturan tertulis yang secara sistematik sengaja dibuat
berdasarkan prinsip-prinsip pada saat dibutuhkan dapat difungsikan sebagai alat
untuk menghakimi segala -macam tindakan yang sSecara umum dinilai
menyimpang dari kode etik tersebut. Kode etik juga bias diartikan sebagai pola
aturan, tata cara, tanda, pedoman-etis dalam melakukan suatu kegiatan yang mana
kode etik tersebut merupakan pola aturan , tata cara, tanda, pedoman etis dalam
melakukan suatu kegitan yang mana kode etik tersebut merupakan pola aturan
atau tata cara sebagai pedoman berperilaku.

Pengadu kurang kerjasama, pihak pengadu_ yang sulit dihubungi juga
menjadi hambatan atau kendala Pelayanan Dinas Perhubungan untuk menjalankan
tugasnya. Hal ini karena beberapa pengaduan yang masuk, seringkali pengadu
sulit dihubungi. Ketika pengaduan yang masuk sudah sesuai-prosedur, Pelayanan
Dinas Perhubungan dalam menindak lanjutinya perlu keterangan langsung dari
pengadu. Namun ketika pengadu sulit dihubungi maka Pelayanan Dinas
Perhubungan menjadi terhambat dalam menindaklanjutinya.

Sifat “malu” (sungkan) Budaya malu-yang berarti sungkan dalam batas-
batas normal akan meningkatkan tali silatuhrahmi dalam lingkungan, kumpulan
atau organisasi. Budaya demikian merupakan cerminan budaya timur yang sangat
menghargai orang lain dan tanpa bermaksud menjatuhkan apalagi
mempermalukan orang lain. Malu merupakan salah satu budaya yang masih
melekat pada masayarakat Indonesia untuk respon dan tindakan berjalan cepat

namun hasilnya dari tindakan proses tersebut belum optimal.



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

102

Selanjutnya penulis menguraikan hambatan-hambatan berdasarkan

indikator sebagai berikut :

1. Transparansi, hambatan yang terdapat pada indikator transparansi

prinsip efisiensi dan efektivitas yaitu peneliti melihat hambatannya
yaitu ketidak mampuan petugas pemberi layanan dalam mengambil
sikap.

4. Partisipatif, hambatan untuk partisipatif dimana dapat mendorong
peran serta masyarakat dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan

harapan masyarakat yang menjadi hambatan disisi adalah masyarakat



nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

103

yang tidak mau tau dan tidak mau peduli namun dalam aktivitas

pelayanan nya saja tetapi untuk keikut sertaan masyarakat tetap ikut

sebagai penumpang.

diskri anapun khususnya

41*“‘!!@\“\‘ 0p

jadi tidak tau

amun dari sisi
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1

yang dilaksanakan Dinas Perhubungan kepada Staf dan begitu juga
dengan laporan atau pengaduan dari masyarakat.

2. Hambatan-hambatan dalam penerapan standard pelayanan di pelabuhaan
roro Jagoh seperti masih minimnya pemahaman pihak pengelola dalam
hal ini Dinas Perhubungan terkait dengan aturan — aturan yang

berlaku,ketika diminta terkait data dan transparansi masih merasa takut.

104
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Dari sisi tanggung jawab pekerjaan Dinas Perhubungan sudah
melaksanakan ketentuan — Kketentuan yang berlaku dan dapat
dipertanggungjawabkan. Situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan
hak dan
perilaku staf

dan sering

punyai faktor
di lapangan.
apan standard

memerlukan

lapangan serta partisifatif dan saling membantu. Tidak ada lagi
perbedaan baik keluarga atau teman, suku dan agama dan memerikan
pelayanan dipelabuhan penyeberangan Roro jagoh kecamatan Singkep
Barat kabupaten Lingga.

2. Disarankan supaya kendala-kendala dalam Pelaksanaan Tugas Dinas

Perhubungan Dalam Penerapan Standard Pelayanan Pelabuhan
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Angkutan Penyebrangan Roro Jagoh Di Kecamatan Singkep Barat
Kabupaten Lingga dapat di minimalisir atau bahkan diperbaiki untuk

yang lebih baik lagi.
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